BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, PELINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Menimbang

PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi
dan usaha mikro perlu diberdayakan sebagai bagian
integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,
peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan
struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta yang
makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan untuk
mendukung perekonomian nasional;

bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki potensi
perekonomian yang sangat strategis untuk terus
dikembangkan, salah satunya melalui Pembinaan,
Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengawasan
perkoperasian dan Usaha Mikro;

bahwa kerangka regulasi dalam penyelenggaraan
perkoperasian dan usaha mikro di Kabupaten
Purwakarta dinilai masih bersifat parsial dan belum
terintegrasi dalam satu peraturan daerah yang integratif;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan,
Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengawasan
perkoperasian dan Usaha Mikro;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2851};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian {Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Momopoli dan Persaingan Usaha tidak
sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4866)sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
heuangan Mikro (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomeor 12 Tambahan lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5394):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20134 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 5087)
sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir
dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja  ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6573}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234} sebagaimana beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenttkan
Peraturan PerundangUndangan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143:

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1994
Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3540):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran koperasi oleh Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35494

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tfentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam  oleh
Koperasi {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesta Nomor 3591

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang
Modal Penvertaan Pada Koperasi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7. Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3744,
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik fndonesia Tahun 2013 Nomor 0.
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6617}:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tfentang
kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdavaan RKoperasi
dan Usaha Mikro., Kecil, dan Menengah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
60 1Y);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kkecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 1202):

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
teritang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 tentang Kemudahan. Pelindungan. dan
Pemberdavaan Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil. dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 6411

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN,
PEMBERDAYAAN. PELINDUNGAN DAN PENGAWARSAN
PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO

BAD I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraruran Dacrah int, vang dimaksud dengan:

I

Dacrah  kabupaten yang selanjutnva disebut Daerah
adalah Daerah Kahupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah kabupaten adalah Bupati sebaga
unsur penvelenggara pemerintah daerah vang memimpin

urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah

GLONOm.
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Bupati adalah Bupat Purwakarta.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang sclanjutnva
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyvat
Dacrah vang berkedudukan sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan  Rakvat Daerah  vang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dinas adalah Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
Koperasi adalah badan usaha yvang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannva herdasarkan prinsip koperasi,
sekaligus scbagal gerakan ekonoml rakyal vang
berdasarkan atas asas kekeluargaarn.

Badan hukwumn adalah status legal yang diberikan oleh
Negara berdasarkan Undang-Undang kepada rakyvarnyva
yang bersekutu membentuk lembaga \Koperasi Primer
adalah Bentuk vang didirikan oleh dan beranggotakan
OTANE Seorang

Koperasi Sekunder adalah Bentuk vang didirikan oleh dan
heranggotakan Koperas: Primer.

“Akta Pendinan Koperast adalab  perjanjian  perikatan

pembentukan badan hukum Koperasi vang dibuat oleh
para Pendiri atau  kuasanya dan ditandatangant
hadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat
pembentukan Koperasi yvang rmemual anggaran dasar
Koperast,

. Anggaran Dasar RKoperasi adalah aturan tertulis sebagai

dasar pengelolaan Koperasi vang disusun berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

. Anggaran  Rumah Tangga Koperasi adaiah  aiuran

penvelenggaraan rumah tangga Koperasi vang
menjabarkan Anggaran Dasar Koperast.

 Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil

dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, diseriai
pembinaan dan pengembangan olch usaha menengah dan
atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling
memeriukan saling memperkuat dan saling
menguntungkan.

CUsaha  Mikro adalah  usaha produkuf mubk orang

perseorangan dan/atau hadan  usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro vang memiliki kekavaan
bersih paling banvak Rp. 1.000.000.000.00 (satu mihar
rupiahj ridak termasuk tanah dan bangunan tempat isaha
atau mnemiliki hasil penjualan tahunan paling banvak
Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) vang herdomisih

di Kabupaten Purwvakarta.
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Dunta Usaha adalah usaha mikro, usabha kecil, usaha
menengah. dan usaha  besar koperasi, Badan Usaha
Milik Dacrah dan Badan Usaha Mihik Negara  vang
melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Purwakarta
dan berdomisili di Kabupaten Purwakarta.

Lembaga keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang
khusus didirikan  untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masvarakat.
baik melalui pinjaman atau pembiavaan dalam usaha
skala mikro kepada anggota dan masvarakat. pengeiolaan
simpanan. maupun pemberian jasa konsultasy
pengembangan usaha vang tidak semata-mata mencars
keuntungan.,

. Koperasi Simpan Pinjam vang sclanjutnva disebut

N3SPadalah  koperasi  vang melaksanakan  keglatan
usahanva hanva usaha simpan pinjam  vang wilavah
keanggotaannyva di Kabupaten Purwakarta.

Unit Usaha Simpan Pinjam vang selanjuinya disebut

USPadalah unit usaha koperasi vang bergerak di ndang
usaha simpan pinjam sebagal bagian dari kegiatan usaha
koperasi vang bersangkutan, dan  keanggotaannya dt
Kabupaten Purwakarta.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Svariah vang
selanjutma disebutKSPS adalah Koperasi vang keglatan
usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesual prinsip
syariahi. termasuk mengelola zakat, infak. sedckab. dan
wakaf vang keanggotaannva di Kabupaten Purwakarta.
Unit Simpan Pinjam dan Pembiavaan Svariah vang
selanjutnva disebut USPPS adalah unit usaha Koperasi

vang bergerak di  bidang usaha simpan. pinjamdan

pembiavaan sesuai prinsip syariah.termasuk mengelola
zakat. infak. sedekah. dan wakaf sehagai bagian dari
kegiatan usaha Koperasi vang bersangkutan.
dankeanggotaannyva di Kabupaten Purwakarta.

Dewaan Pengawas Svariah adalah Dewan yang dipilth
melaluikeputusan rapat anggota vang menjalankan wugas
dan fungsi sebagal pengawas svariah.

> Dewan Syvariah Nasional (DSN) - MUI adalah lembaga vang

dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirast umart islam
mengenai  masalah  perekonomian dan  mendorong
penerapan ajaran istam dalam bidang
perekonomian/ keuangan vang dilaksanakan sesuial dengan

untunan svariat islam.

_Pembinaan adalah adalah upaya yang dilakukan

Pernerintah untuk menciptakan dan mengembangkan ikiim
vang kondusif vang mendorong pemasyarakatan koperasi
melalui  pemberian  bimbingan.  kemudahan.  dan
pelindungan kepada Koperasi. dan Usaha Mikro.

. Pendampingan adalah upava vang dilakukan

pemeriniah daerah, masyarakat dan dunia usaha
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dalam  benituk memberikan  bimbingan. arahan vang
bersifat teknis serta motivas! kepada pelaku usaha mikro.
sccara  teknis  dilaksanakan olch  fasihitator  vang
herkompetent dibidangnva. mulai  darnn  merencanakan
kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan
terutama  sekali pada saat menggunakan  atau
memarifaatkan  dana perkuatan tersehut dan  juga
pengembangan usaha, batk  segl penmingkatan  jumlah
produksi, peningkatan  kualitas serta kemudahan
ekspanst  pemasaran. sehingga usaha yang diben
pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.

. Pelindungan usaha adalah segala upava vang menjamin

adanva kepastian hukum untuk membenn pelindungan
kepada usaha untuk menghindari praktik monopel dan
pemusatan kekuatan ekonomt oleh pelaku usaha.
Pelindungan adalah upava menjaga dan melindung!
koperasi dan Usaha Mikro, dari hal-hal vang berpotens:
menghambat dan merugikan  pertumbuhan  dan
perkembangan Koperast dan Usaha Nikro.

Pengawasan Koperasi adalah Keglatan vang dilakukan oleh
Pengawas Woperasi  untuk melakukan  pemenksaan
kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi
sesual ketentuan perundang - undangan.

Pendataan Koperasi, Usaha Mikro. Kecil, dan Menengan,
adalah sisterm pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
dan publikasi data perkembangan Koperasi vang dilakirkan
secara herkesinambungan dengan memanfaatkan
teknologiinformasi baik secara langsung dari koperas: dan
usaha mikro maupun tidak langsung melalul petugas
Satuan Kerja Perangkat Daerah vang membidangl koperas!
dan usaha mikrao,

Dewan hoperasi indonesia Daerah, selanjutnya discbur
Dekopinda adalah Dewan koperasi Indonesia Dacrah
Kabupaten Purwakarta.

Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi
dan keglatan perkoperasian vang bersifat terpadu menuju
tercapairiya cita-cita bersama koperasi.

_Notaris adalah pejabat umum vang berwenang untuk

membuat akta otentik dan  kewenangan lamnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tenrang
jabatan notaris sang 1elah ditetapkan atau terdaftar
sebagai notaris pembuat akta Koperasi oleh Menteri.

Kamar Dagang dan Industri.  selanjutnya discbur Kadinm
adalah Kamar Dagang dan Industri  kabupaten
Purwakarta.

“Modal Penvertaan adalah sejumlah uang atau barang

modal vang dapat dinilai dengan uang vang ditanamkan
oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat
struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan
kegiatan usahanyva.
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Fasilitator adalah  orang vang berkompeten dibidang

nengembangan usaha mikro., vang memiliki kemampuan
dasar manajenal, kreatif dalam membuat terobosan. vang
bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga
memberikan morivast kepada koperasi dan pelaku  usaha
mikro, agar dapat mengembangkan usahanya.

. Pembiavaan adalah penvediaan dana olch Pemerintah.,

Pemerintah habupaten Purwakarta. dunia usaha. dan
masvarakat metalul lembaga keuangan untuk
mengembangkan dan mempeorkuat permoedalan Koperas:
dan Usaha Mikro.

.Iklim Usaha adalah kondisi vang diupavakan Pemerintah

untuk memberdavakan Usaha Mikro, secara sinergis
melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan
kebijakan  diberbagai  aspek kehidupan  ekonomn agar

iJsgha  Mikro. memperoleh  kepastian. kesempatan.,
pelindungan. dan dukungan berusaha yang seluas-
iuasnyi.

. Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan

tsaha. baik vang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan  hukum vang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilavah hukum Negara
Republik indonesia balk sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan  keglatan — usahs
dalam  berbagai  bidang ekonomi kerakvatan melaius
kegiatan pemberdavaan koperasi dan usaha mikro.

CPendidikan dan Pelatihan adalah upava vang dilakukan

secara terarah dan berkesinambungan untuk
meningkatkan kualitas dan  kapasitas dalam rangka
meningkatkan kompetensi sumber dava manusia koperasi.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah  selanjutnva
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
aerah Kabupaten Purwakarta,

Jarvingan usaha adalah kumpulan usaha vang berada
datam industri vang sama alau berbeda yvang memiliki
keterkaitan satu sama lain dan kepentingan vang sama.

 Wurast Produk Usaha Mikro adalah proses menjaga nilai

scrta mengelola  produk  Usaha Mikre untuk  dapat
dikembangkan atau dilestarilan di kemudian han.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini melipu L3

a.
b

Koperasi: dan
Usaha Mikro.



BAB I
KOPERASI]
Bagian Kesatu
Pembinaan Koperasi
Paragraf |
Bentuk Koperasi

Pasal 3

(11 Dentuk Koperasi terdiri dart Koperasi Primer dan Koperast
Sekunder

(2} hoperast Primer secbagaimana dimaksud pada avat (1]
didirikan oleh paling sedikit 9 {sembilanj orang.

(21 Koperas! Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayvat (1]
didirikan oleh paling sedikit 3 {tiga) Koperasi.

Paragrat 2
Pembentukan Koperasi

Pasal 4

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkan surat keputusan mentert vangmenvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia rentang pengesahan badan hukum Koperasi,

asal b

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendinan vang
memuat anggaran dasar.

(1} Dalam pernbentukan Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi
vang dihadin oleh pendir.

{2} Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada
avat {1} dapat dilakukan secara daring dan/atau lunng.

(3} llasil rapar pembentukan sebagaimana dimaksud pada
avat (2] dinyatakan dengan notulen atau berita acara vang
ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf
atau ianda tangan dengan tinta pasah atau elektronik.

(4] Pemerintahh Daerah dapat memfasilitasi pembentukan
Noperasi dan pembuatan Akta Pendirian Koperasi.
termasuk bantuan pembiayvaan.

{3} Ketentuan mengenai  persvaratan  dan  tata ATA
permmbentukan Koperasi sehbagaimana dimaksud pada avat
(2] dilaksanakan sesuai dengan ketentuan FPeraturan
Perundang-undangan.



Pasal 7

Pemcrintah Dacrah melakukan pembinaan dan pendampingan
hagi kelompok masvarakat vang akan membentuk Koperasi.

(3

(-1

(N

(1)

Pasal 8

Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/ atau
luring,.

asil pelaksanaan rapat anggota sebagamana dimaksud
pada avat {1} wajib disampaikan kepada Dinas yang
memindangi Koperasi melalul sistem pelaporan secara
elektronik.

Datam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota
tidak dapat dilakukan melalul sistem pelaporan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada avat (2} hasgil
pelaksanaan rapat anggota disampaikan sceara manual.
Dinas  memfasilitasi  kemudahan  pelaporan hasil
pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada
Ay art.

Pasal 9

Koperasi vang melaksanakan kegiatan usaha  simpan
piniam serta usaha simpan pinjam  dan pembiayaan
gvariah  vang wilavah keanggotaanva di habupaten
Purwakarta wajib menvampaikan laporan kepada Dinas
secara periodik dan sewaktu-wakru.

i.aporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikan
melalul sistem pelaporan secara elektronik.

Sistem  pelaporan  secara  elektronik  sebagaimana
dimaksud pada avat {2} dibuat oleh Kementenan.

Dinas dapat membuat sistemn pelaporan secara elektronik
sebagaimana  dimaksud  pada avat (2}  dengan
memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan
secara elektronik vang ditetapkan oleh Kementeran.

Dalam hal sistem pelaporan secara elekironik belum
terbentuk. Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada avat {2} secara manual.

Penggabungan dan Peleburan Koperas:
Paragraf 3
Pasal 10

Untuk kepentingan pengembangan dan/atau ehisiensy;
a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan dini
dengan Koperasi lainiatau



h. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri dan
membentuk Koperast baru
(2} Koperast vang tidak mengalami perkembangan baik dari
sisi usaha maupun organisasi paling lama 2 (dua) tahun
dapat menggabungkan atau meleburkan diri dengan
Koperas: lain.

Pasal 11

(1] Penggabungan atau peleburan Koperasi sebagaimana
dimaksud dalamPasal 10 avat (1) hanva dapat dilakukan
oleh jenis Koperasi vang sama.

{21 Woperasi vang akan melakukan penggabungan atau

peleburan harusmendapat persetujuan Rapat Anggota.

hoperasi vang menerima penggabungan atau peleburan

wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperast,

(4 Badan hukum Koperasi vang melakukan penggabungan
atau peleburan menjadi hapus dan harus dilaporkan
Lkepada Mentern.

Pembubaran Koperasi
Paragraf 4
Pasal 12

(1} Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:

a. olch Anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggola:
b. jangka wakiu berdirinyva telah berakhir:

c. oleh pemerintah pusat: dan/atau

d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

121 KNetentuan mengena pembubaran  koperasi  oleh
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada avat {1
huruf c. dilaksanakan sesual dengan kKetentuan peraturan
perundang-undangarn.

Pembubaran Koperast Oleh Anggota
Paragraf 5
Pasal 13

Pembubaran Kopcrasi oleh Anggota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 avat {1} huruf a diusulkan oleh Anggota vang
mewakili paling sedikit 1/5 {satu per maj dan jumlah Anggota
kepada Rapar Anggota.

Pasal 14

(1} Undangan Rapat Anggota dalam rangka pembubaran
kKoperasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 dikirim
oleh Pengurus paling lambatr 14 {empat belas) han
sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.



(2] Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi
sebagaimana dimaksud pada aval {1) dianggap sah apabila
sitdah mencapai kuorum vang dibadin oleh paling sedikit
3/4 {tiga perempat) jumiah Anggota.

Pasal 15

(1} Keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran koperasi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat {2} dianggap
sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 {dua pertgad]
dart jumlah suara vang sah.
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{2} Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada
avat {1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat
Anggota kepada Menteri dan semua kreditur.

(3) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota schagatmana

dimaksud padaavat (2) dilaporkan kepada Mentert.

Pembubaran Koperasi
Karena Jangka Waktu Berdirinva Telah Berakhir
Pasal 16

—

Koperasi vang jangka waktu berdirinya telah berakhir
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, dapat
mengajukan permohonan perpanjangan atau
membubarkan diri melalur Rapat Anggota.

(2} Apabila Woperasi mengajukan permohonan perpanjangan
jangka waktuberdiri, Koperasi harus melaporkan kepada
Pejabat Yang Berwenang paling lama 1 (sawj hulan sejak
tanggal keputusan Rapat Anggota.

Pasal 17

Terhadap Koperasi vang jangka waktu berdirinya telah
berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesua: Anggaran
Dasar Koperasi dinvatakan bubar dengan sendirinva dan
harus melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang.

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
Pasal 18

{1} Pemerintah dapat membubarkan Roperasi apabila:
a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 19902 tentang Perlkoperasian.
dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Koperasi vang bersangkutan; atau

b, Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban
umum  dan atau  kesusilaan  vang dinvatakan
herdasarkan  keputusan  pengadilan  yang telah
mempunyai kekuaran hukum vang pasti; atau



¢. koperasi dinvatakan paihit berdasarkan keputusan
pengadilan yvang telah mempunval kekuatan hukum
vang pasti; atau

d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanva secara
nvata selama dua tahun herturut-turut terhitung sciak
tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Sanksi dapat dilahukan dengan .

a. Teguran tertulis pertama dan kedua;

b, Mengusulkan  pemberhentian  sementara terhadap
pengurus dan/ atau pengelola:

. Pembekuan sementra izin usaha simpan pinjam atau
izin usaha simpan pinjam dan pembiayvaan svariah:

d. Pencabutan izin usaha simpan pinjam atau 1zin usaha
simpan piniam dan pembilavaan svariah:dan/atau

¢. Pembubaran koperast simpan pinjam dan Kkoperast
simpan pimjam dan pembiavaan svariah.

Perubahan Anggaran Dasar Koperast dan Pengesahannya
Pasal 19

Perubahan  Anggaran Dasar  Koperasi  dilakukan

bherdasarkan keputusan Rapat Anggota sesuai dengan

ketentuan vang diatur dalam Anggaran Dasar Koperast dan

dilengkapi dengan -

4. berita acara Rapat Anggota perubahan anggaran dasar
vang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris: dan

h. notulen Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar
Koperasi vang ditandatangani oleh pimpinan rapat,
sekretaris. 1 {satu}l orang peserta rapat dan Notars.
dengan melampirkan daftar hadir Anggota.

Perubahan  Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana

dimaksud pada avat {1} tidak dapat dilakukanapabia

Koperasi tidak aktif dan/atau sedang dinyvatakan pailit.

Pasal 20

Materi perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dapat menvangkut beberapa hal
sesuail kepentingan dan kebutuhan Anggota.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memvanghut
perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagan
Koperasi waiib mendapat pengesahan dari Pejabat Yang
Berwenang.

Perubahan  Anggaran  Dasar  Koperast  vang tidak
menvangkur perubahan hidang usaha. penggabungan.
dan pembagian koperasi cukup dilaporkansecara tertuhs
kepada Pejabat Yang Berwenang.

Permohonan pengesaban perubahan Anggaran Dasar
Koperasi sebagaimana dimaksud pada avar {2} diajukan
secara tertulis olehPengurus meiatut Notaris.



(3} Ketentuan mengenal tata cara. persvaratan dan lampiran
permohonan  pengesahan perubahan Anggaran Dasar
Koperasi  sebagaimana  dimaksud pada avat (4],
dilaksanakan sesuar dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Usaha Koperasi
Paragral ©
Jenis dan Usaha Koperasi

Pasal 21

(1} Woperasi menjalankan usaha vang berkaitan langsung dan
sesual dalam Anggaran Dasar koperasL
(2} Jenis Koperas: mehiputt :
a. Koperasi produsen:
b. Koperast konsumen:
¢, hoperas) pemasaran:
d. hoperasi jasa;
e, KSP: dan
KSPPS.

[

Pasal 22

Jenis Kopcrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (2]
huruf a sampai dengan hurut f dalam menjalankan usahanyva
wajib memiliki izin usaha sesual bhidang usahanva vang
dikeluarkan instansi terkait sesual  dengan  Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis oleh Koperasi
kepada Bupati scsuai dengan kewenangannya.

Pasal 24
{1} Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal

23 dilengkapi dengan:

4. surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam
atau izin usaha simpan pimjam dan pembiavaan
svarian:

. fotokopi pengesahan Akta Pendirian  Koperast atau
perubahan Anggaran Dasar hoperast beserta surat
keputusannyva:

c. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk
deposito di bank pemerintah atas nama  Koperasi
dan/atau salah satu Pengurus bagi USP,



-~

{. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk
deposito di bank svariah atas nama hkoperasi dan/atau
salah satu Pengurus bagi USPPS;

e. daftar riwavat hidup Pengurus dan Pengawas serta
fotokopi kartu 1anda penduduk Pengurus dan Pengawas
bagt USP:

[. forokopi nomor rekening atas nama Koperasi bagi USP:
dan

7. rencana kerja selama 3 ({tiga) tahun.

Pasal 25

Netentuan lebih lanjut mengenai persvaratan dan tata cara
pencrbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 24
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20
KSP, dan KSPPS Koperasi dapat membentuk jaringan
pelavanan vang berupa kantor cabang. cabang pembantu dan
kantor kas untuk mendekatkan pelavanan kepada Anggota.

Pasal 27

(1) kegialan usaha Koperasi dapat dilaksanakan
secara:

a. tunggal usaha: atau
b, serba usaha.

(2} Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal
usaha sebagaimana dimaksud pada avat (11 hurut a
merupakan Koperasi vang diselenggarakan pada 1 {satu]
bidang atau sektor usanha tertenfu.

(3] hegiatan usaha koperasi vang dilaksanakan secara serba
usaha sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf b
merupakan Koperasi vang diselenggarakan dengan
heberapa kegiatan usaha pada 1 {satu} atau lebih bidang
atau scktor usaha tertentu.

(4 Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada avat
i 1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.

{5y Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayar
{1} disclenggarakan berdasarkan paling sedikit:

a. kesamaan usaha:
bh. potensi dan
¢. kebutuhan anggota.

(6) hegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat memiliki dan/ atau memantfaatkan platform
teknologi  digital  untuk  mendorong  akseleras:  dan
integrast serta dava saing.



(1)

(-4)

(7]

{31

N

(6]

[*asal 28

Kelchithan  kemampuan  pelavanan  Koperasi  dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyvarakat vang

bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat

masyarakat menjadi anggota Koperasi.

Kelebihan kemampuan pelavanarn sebagaimana dunaksud

pada avat {1} tidak berlaku untuk Koperast simpan pinjam

dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.

kelebihan kemampuan pelavanan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara

periodik  atau pada saat (ransaks) Kegiatan usaha

langsung,.

Pelavanan kepada masvarakat yang bukan anggola

sebagaimana dimaksud pada avat (1) dicatat sebagal

transaksi bisnis,

Kelebihan kemampuan pelavanan Koperasi sebagatimana

dimaksud pada ayar {1} dilaksanakan dengan berpedoman

pada prinsip koperasy:

a. keanggotaan bersifal sukarela dan terbuka;

b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis:

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnva jasa usaha masing-masing

anggota;
d. pemberian balas jasa vang terbatas terhadap modai:
kemandiran;

L

f. pendidikan perkoperasian. dan
g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragral 7
Usaha ioperasi vang Melaksanakan Prinsip Syvariah
Pasal 28

Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah.

Koperasi vang menjalankan kegiatan usaha herdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (I} wajih
mencantumkan kata "Svartah” dalam penamaan Koperasi.
Usaha RKoperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana
dimaksud pada avat (I} hanva dapat dilaksanakan oleh
Koperasi svarah.

Usaha berdasarkan  Prinsip Svariah  waph  dituangkan
datam anggaran dasar Koperast.

Koperasi svariah didirikan. dikelola, dan mentalankan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesual dengan
fatwa. svariah Yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia.

Koperasi syariah harus melaksanakan kegiaran usaha vang
tidak bertentangan dengan Prinsip Svariah.
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Pasal 30

Koperasi svariah melaksanakan kegiatan usaha svariah
berdasarkan paling sedilat;

a. kesamaan usaha:

b, potensi; dan/atau

kebutuhan anggota dan masvarakat di bidang industri.
perdagangan. jasa, serta bidang usaha famn.

Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayvar
(1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi
hasil, sewa-menvewa, jual beli. dan/ataa bentuk lainnva
sesuai dengan Prinsip Svariah.

Koperasi svariah dapat menjalankan fungst sosial dalam
bentuk baitul maal untuk pemberdavaan sosial ckonomi
anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 31

Usaha simpan pimjam dan pembiavaan svariah hanyva

dapat dilaksanakan oleh:

a. koperasi simpan pinjam dan pembiayvaan svariah. aiau

b. unit simpan pinjam dan pembiavaan svariah pada
Koperasi svariah.,

Usaha simpan pinjam dan pembiavaan svanah oleh

Koperasi svariaht dilaksanakan dengan kegiatan sesual

dengan Prinsip Svariah. mehput:

a. Menghimpun dana dari anggota, koperasi lain, dan
anggotanyva dalam bentuk tabungan dengan akad-
titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil
dan/atau bentuk lain:

b, memvalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan
anggotanva, dalam bentuk pinjaman dengan  akad
pinjam -rneminjam: dan

c. menvalurkan dana kepada anggota. Koperasi iain dan
anggotanva. dalam bentuk pembiavaan dengan aikad
pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa menyewa. jual beli,
dan/atan bemuk lain.

Koperasi vang menjalankan usaha simpan pijam dan

pembiavaan syvarieh zakat menjalankan fungsi sosial dalam

bentuk. baitu! maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi
anagota dan  masvarakal  sesual  dengan  kKetentuan
peraturan pcrundang-undangan.

Noperasi yvang melaksanakan usaha simpan pijam dan

pembiavaan svariah sebagaimana dimaksud pada avat [2)

dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.



Pasal 32

koperasi svariah vang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk
battul maal sehagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (3}
atau Koperasi vang melaksanakan usaha siimpan pinjam dan
pembiavaan svariah vang menjalankan fungst sosial dalam
bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
aval {3}, melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada
wementerian dan/atau kementenan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan ¢i bidang agama., Badan Amil Zakat
Nasional, dan Badan Wakal Indonesia,

Pasal 33

i1) Koperasi svarniah wajth mempunyai dewan  pengawas
svariah.

{2y Dewan pengawas svariah scbagaimana dimaksud pada
aval (1) bertugas paling sedikil memmberikan nasihat dan
saran Kepada pengurus serta mengawasi keglatan Koperas:
agar sesual dengan Prinsip Svarah,

(3] Dewan pengawas svariah sebagaimana dimaksud pada
avat {1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip
Svariah.

Pasal 34

(1} Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  dapat
melaksanakan Pembinaan atau Pengembangan kapasitas
Dewan Pengawas Svariah Koperasi.

{(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada avat {1} dilakukan paling sedikit melalui pelatthan
dan/ atau bunbingan tekms.

(31 Dalam melaksanakan pernbinaan dan  pengembangan
sehagaimana dimaksud pada avat {2}, Pemenntah Daerah
berkoordinasi dengan Dewan Svartah Nasiwonal - Majels
Ulama Indenesia.

(47 Peiaksanaan Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1 diatur dengan Peraturan Bupan.

Bagian kedua
Pemberdavaan Koperasi
Paragral 1
Tklim Usaha
Pasal 35

(1) Dalam melakukan pemberdavaan Koperasi melalui
menumbuhkar:  iklim usaha, Pemerintah  Pusat  dan
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Pemerintah Dacrah menctapkan kebijakan dalam aspek
paling sedikit:

a. kelembagaan:

3. produksi .

C.opemasararn,

d. keuangan: dan movas: dan teknolog.

—

-

hebljakan pada aspek kelembagaan  sebagaimana

dimaksud pada avat {1} huruf a meningkatkan paling

sedikil:

a. kualitas partisipasi anggota Koperast:

b, kapasitas dan kompetenslt sumber dava manusia
pengurus. pengawas, dan pengelola:

. kemampuan manajernal dan tata kelola Koperasi; dan

. kapasitas anggota Koperast sebagai  wirausaha
hoperasi/Wira Koperasi melalui Inkubasi.

Kebijakan pada aspek produkst sebagaimana dimeksud

pada ayat {1} huruf b paling sedikit:

a. meningkatkan teknik produksl dan pengoiahan serta
kemampuan manajemen bagl Koperasi;

b, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan
prasarana. produkst dan pengoiahan bahan bhaku,
bahan penolong dan kemasan bagi koperasi,

. mendorong penerapan  standarisast  dalam  proses
Produksi dan pengolahan:

d meningkatkan kernampuan  rancang  bangun  dan
perekayasaan bagl produk anggota Koperasi.

Kelnjakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud

pada avat (1} huruf ¢ paling sedikit:

a. menumbuhkan lovahtas anggota Koperasi:

h. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk
pengembangan usaha dan/ atau kelebihan kemampuan
pelavanan Roperas: kepada masyarakat bukan anggota:

¢. pengernbangan jaringan lisaha Koperasi dan kerja sama
vang saling mengunilungkan antar-Koperas: dan antara
Koperasi dengan pihak lain:

d. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten
dan merek schingga mempunval dava saing dv pasar
dormestik dan pasar mancanegara: dan

e. melakukan kurast produk unggulan daerah vang
memiliki potensi sebagai waralaba.

Kebyakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud

pada avat {1} huruf d paling sedikit:

a. meningkatkan  parusipas: modal anggota  koperasi
meialui pemupukan modal vang berasal dart:

a. hibah:

), penvetaraan simpanan anggota: dan/ atau

c. sumber lamn yang sah dan tidak mengikat sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



b, meningkatkan akses pembiavaan kepada sumber-
sumber pembiavaan dalam jumlah jasa atau imbal jasa,
dan tenggat waktu tertentu vang berasal dart:

1. anggota;
2. non-anggota;

hoperasi lain,

.

+

hank dan industrt keuangan nonbank: dan,/ ataa

5. sumber [ain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. kebyakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf e paling sedikit:

a. memngkatkan kemampuan nset dan pengembangan
usaha Koperast, keinovasian, dan transformasi
digital;

b, mendorong peningkatan  kemampuan  inovasi
Koperast untuk meningkatkan efisienst kerja dan
dava saing Koperasi;

c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang
desain dan pengendalian mutu;

d. mendorong peningkatan kerja sama dan alib
teknologi:

e. memberikan msentif  kepada Koperasi  vang
mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan

f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Paragraf 2
Kebiakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 36

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemberdavaan bagi
koperast vang melakukan kegiaran usaha tertentu di sektor;

a. perikanan:

b. Kkehutanan

¢. perdagangan; dan

d. pertanian.

Pasal 37

{1) Pemberdazaan bagi koperast di  sektor perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
a. kerja sama penyelenggaraan tempat pembenihan ikan:
dan
Iy pembinaan olch Pernerintah Daerah kabupaten/kota.
{2) Dalam  penyelenggaraan tempat pembenibhan  ikan.
Pemenmtah  Daerah  melakukan  kera sama  dengan
hoperasi.
{3} hoperasi sebagaimana dimaksud pada avat {2} harus
mementihi persvaratan:
a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;



h. koperasi dinvatakan schat dan sarana dan prasaran
Perikanan; dan

¢. telah lolos sclekst dan kurasi oleh Kementerian
dan/atau Dinas.

Pasal 38

{1} Pemernntah Daerah Kabupaten wajth membina kKoperasi di
scktor pemkanan hagi:

a. Roperas! vang beium mampu berperan serta dalam
budidava perikanan; dan

b. Koperasi vang telah bekerjasama dengan lembaga
perikanan/ halal perikanan.

{2y Pembinaan Koperasi di sektor perikanan oleh Pemerintah

Daerah kewenangannva sebagaimana dimaksud pada avar

(1) didakukan paling sedikit melalus:

a. penguatan kelembagaan:

b. peningkatan kapasitas sumber dava manusia melalui
pendidikan, pelatihan. dan pemagangan,

c. pendampingan;

d. pemyediaan skema pembiavaan vang mudah dan murah
metaluy kredit program, modal ventura, sistem resi
gudang. atau pembiavaan lain:

¢ kemudahan Perizinan Berusaha;

{. penerapan teknologi produksi tepat guna:

g. penyediaan pasokan bahan baku: dan/ atau

t. penvediaan sarana produksi;

Pasal 39

a. Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi;
perizinan dan kerja sama bag Koperasi vang melakukan
kegiatan usaha di sektor kehutanan: dan

b. pembinaan Koperast vang melakukan kegiatan usaha di
scektor kehutanan.

Pasal 40

Setiap pemegang Perizinan Herusaha pemanfaatan hutan pada
hutan Jindung wajib melaksanakan kerja sama dengan
Koperast.

Fasal 41

{11 Pemberdavaan bagli  hoperast di sektor perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ¢ melipuri:



(D}

a. kerja sama bagi hopecrast vang melakukan kegiatan
usaha di sektor perdagangan. dan

b. pernbinaan Koperasi vang melakukan kegiatan usaha di
sektor perdagangan.

Keria sama sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf a

dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi

Koperast melalui pola kemitraan dengan memperhatikan

sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuat

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah, Dinasvang mcnvelenggarakan urusan

pernerintahan daerah di bhidang Koperasi. dan dinas vang

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang

perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor

perdagangan paling sedikit:

a. penguatan kelembagaan;

h. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;

c. kemudahan akses permodalan: dan

(. pengembangan usaha.

Pasal 42

Pernberdavaan bhagi  Koperasi di sektor pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa:

a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui
pengembangan bisnis korporast petanit model Koperasi:
dan

b. peningkatan nilai tambah ekonomui.

Pemerintah Daerah Kabupaten memberitkan kemudahan

kepada Koperasi vang melakukan kegiatan usaha di sektor

pertaniarn.

Bupati melakukan pembinaan terhadap Koperast di sekror

pertanian.

Korporasi petanit model Koperasi sebagaimana

dimaksud pada avat {1} huruf a memperhatikan aspek:

a. pemberdavaan peiant:

b, kelembagaan usahga;

e, bisnis proses;

d. keberlangsungan

e. pemngkatan-niai tambah ekonomi;

£, dava saing komoditas pertanian; dan

g. kelestaran lingkungan. sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengembangan koperasi petani model Koperasi dilakukan

oleh  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  scsuat

kewenangannyva melalui

a. penguatan kelembagaan;

h. peningkatan kapasitas sumber dava manusia melalui
pendidikan, pelatihan, dan pemagangan:



¢. penyediaan skema pembiayvaan yang mudah dan
murah melalui kredit program. modal ventura. sistem
rest gudang, atau pembiavaan lain:

kemudahan Perizinan Berusaha;

s
e.  penerapan teknologi produksi tepat guna;

f.  penvediaan pasokan bahan baku; dan/ atau
g penvediaan sarana produksi.

(6] Pengembangan bisnig korporasi petani model Koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dimotivasi melalut pola kernitraan dengan badan hukum
latn untuk pemberdavaan petant,

tasal 43

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Pemberdavaan

Koperast, melaluin

a. Pendidikan dan Pelatihan:

b, fasilitast  sarana  akses  sumberdava ekonomi  dan
PeInasaran,

c. pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi,

d. penumbuhan Iklim Usaha;

e, pengembangan Usaha Koperast; dan

f. pembiavaan dan penjaminan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Koperasi
Pasal 44

Dalam rangka pernberian pelindungan kepada Koperasi,

Pemerintah Daerah Kabupaten:

a. menctapkan bidang kegiatan ekonomi vang hanva boleh
diusahakan Koperasi; dan

b. menetapkan bidang dan sckior usaha di suatu wilavah vang
telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak
diusahakan oleh hadan usaha lamnva.

s

Pasal 45

Selain pelindungan terhadap Koperasi, Pernerintah Daerah
dapat melakunkan pemubhan usaha Koperasi galam kondist
darurat lertentu meialui:

a. restrukrurisast kredit;
b. rekonstruksi usaha:
C

bantuan modal; dan / atau

[

. bantuan bentuk lain.



Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 46

Pendidikan dan Pelatthan sehagaimana dimaksud dalam
huruf a ditaksanakan untuk menmngkatkan kuahtas
sumber davamanusia.

(27 Retentuan mengenal Pendidikan  dan Pelutihan

Pu—
[—

sehagaimana dimaksud pada avar (1} diatur dengan
Peraturan Bupat.

Fasilitasi Sarana Akses Sumberdava Ekonomt dan Pemasaran
Pasal 47

Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dapat

dilakukan olch Pemerintah Daerah melalur .

a. akses permodalan kepada badan usaha milik daerah
penjaminan kredit daerah:

b, akses sarana promosi dan pemasaran: dan

¢. akses bahan baku dan sarana produkst.

Pasal 48

Pemerintah acrah Kabupaten memtasititasi:

a. pemasaran hastl produkst  Koperast melalul  promosi.
pameran. dan kontak dagang: dan

b, akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi,

Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Koperasi
Pasal 49

{1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan
kelembagaan dan giangemen untuk MenIamin
kelangsungan koperasi.

{21 Pembinaan sebagaimana dimaksud avat {1] dilaksanakan
tenaga penvuluh Koperas: vang ditugaskan oleh Perangkat
Daerah vang bertanggungjawab i bidang Koperast.

Pasgal 50

Pelaksanaan pembinaan kelembagaan  koperasi  oleh

Pemerintah Dacrah Kabupaten melipuu

a. pengembangan kelembagaan dan bantuan Pendidikan dan
Pelatihan, penvuluhan dan peneliian Koperast:



d.

{1

3
!

bantuan konsultasi dan fasilitast guna memecahkan
permasalahan vang dihadapr oleh Koperas) dengan tetap
memperhatikan Anggaran Dasar Koperast:

peningkatan kompetensit dan kemampuan sumber dava
narusia RKoperasi dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan dayva samng; dan

bantuan pengembangan teknologi informasi.

Pasal 51

Pemerintah  Dacrah  Kabupaten memberikan bantuan
pengembangan usaha bagl koperasi dan Anggota.

{21 hetentuan mengenai tata cara dan svarat pemberian

bantuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Penumbuhan Ikiim Usaha

Pasal 32

(1} Pemerintah Daerah Kabupaten menumbuhkan Iklim Usaha

Koperasi vang mencakup aspek:
a. pendanaan,

b, sarana dan prasarana.

c. informasi usaha;

d. kemitraan:

&, penzinan;

[. kesempatan berusaha:

g. promosi usaha: dan

. dukungan kelembagaan.

{2) Penumbuhan lklim Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud

pada avar (1). dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
bersama dengan dunia usaha dan masvarakat secara
sinergis. dalam memberdavakan Koperasi agar tumbuh
dan  berkembang menjadi usaba vang tangguh dan
mandir.

Pengawasan Koperasi
Paragraf 1
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 53

Ruang lingkup Pengawasan koperasi meliputi aspek:

&,

penerapan kepatuhan;

b. kelembagaan Koperasi:

C.

usaha siumpan pinjam:



d.

penilaian kesehatan Simpan pinjam dan usaha simpan
pinjam; dan
penerapan sanksi,

Pasal 54

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 huruf a meliputi:

a.
.
C.

kepatuhan hukum,
kepatuhan usaha dan keuangan: dan
kepatuhan transaksi,

Pasal 55

Aspek kelembagaan hoperasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 hurut b meliput:

.

)

kelengkapan legalitas vang terdiri dari Akta Pendirian
Koperasi, Anggaran Dasat Koperasi, perubahan
pengesahan Anggaran {asar bagi Koperasi. surat izin
usaha. serta surat izin pembukaan kantor cabang. kantor
cabang pembantu dan kantor kas: dan

kelengkapan organisasi Koperasi vang mencerminkan
struktur rugas, rentang kendali. dan satuan pengendalian
internal.

Pasal 56

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf ¢ meliputi;

il

5}

penghimpunan  dana  bersumber dari Anggota, Calon
Anggota. Koperasi lain dan/atau anggotanva. bank dan
lembaga keuangan lainnva, penerbitan obligasi dan surat
utang lamnya, dan sumber lain vang sah. serta modal
penyvertaan;

pengendalian keseimbangan dana antara sumber dana dan
penyaluran  dana agar tidak terjadi over liquid dan
unhiquid: dan

penyvaluran dana untuk menyalurkan dana vang sifatnya
menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

Pasal 37

Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
sebagaimmana  dimaksud dalam Pasal 53  huruf d
diaksanakan dengan  melakukan  peunilaian  melalui
pendekatan kualitatit maupun kuantitatif terhadap aspek -
a. Tata kelola;
b. Profil Resiko:



¢. Kinera:

d. Permodalan;

e. likuiditas:

Penilatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (1]
dilaksanalan oleh Perangkat Daeragh vang
bertanggungiawal di bidang Koperasi dengan membentuk
tim pentlal kesehatan dan penilat Koperasi berprestasi.
Ketentuan lebih lanjut  mengenair tatacara penilaian
kesehatan dan penilaian hoperasi berprestasi sebagaimana
dimaksud pada avat {1} dan avat (2} diatur dengan
Peraturan Buparit.

Pasal 5&

Aspek penerapan sanksi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 53
hurutf e meliputi:

sankst administratif;

pelimpahan perkara;

pemantauan pelaksanaan sankst,

pemaritauan keputusan hasil pelimpahan perkara:
rehabilitasi kelembagaan,; dan

rehahilitast usaha

Jenis Pengawasan Koperasi
Pasal 59

Jenis Pengawasan Koperasi terdin atas ;

a.
b,

.

(1)

pengawasan aktif dan pasif;
pengawasan rutin dan insidentil: dan
pengawasan bersitat preventif dan represif,

Pasal 60

Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap
Koperasi vang berpotensi mempunyai masalah;:

Pengawasan pasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap
Roperasi vang sudah berjalan baik.

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
huyruf b dilakukan sesuai jadwal vang telah direncanakan.
Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 turut b dilakukan sesual sesuai  dengan
kebutuhan.

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59
hurut ¢ dilakukan dengan tujuan pembinaan dan
pencegahan.

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59
huruf ¢ dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnyva
permasalahan.



(7} Ketentuan lebih  lanjut mengenal jenis pengawasan

sebagaimana dimaksud pada avat (i) sampai dengan avat
(6} diatur dengan Peraturan Bupat.

Pasal 61

Apabila hasil pengawasan berpotenst menimbulkan masalah
hukum, SKPD vang bertanggungiawab di bidang Koperast
dapat meminta bantuan akuntan pubiik untuk melakukan
audir khusus

(1)

——

Kewenangan Pengawasan Koperasi
Pasal 62

Pemerintah Kabupaten Purwakarta bertangung jawab
melaksanakan Pengawasan  koperasi di Kabupaten
Purwakarta yang keanggotaannya wilavah Kabupaten
Purwakarta,

Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungional sesuai
dengan ketentuan dan Perundang - undangan vang
berlaku

Palam hal belum terpenuhinva pejabat fungsional
pengawasan  koperast  vang  sesual  dengan  ketentuan
peraturan dan perundang — undangan. dapat diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
bijek Pengawasan
Pasal 63

Obpek Pengawasan meliputi

a. hoperasi Primer vang Keanggotaannva wilayvah
Kabupaten Purwakarta.

b Koperasi Sekunder vang Keanggotaannva wilavah
Kabupaten Purwakarta

¢. Kantor Cabang, Cahang Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi wilavah keanggotaannya lintas Provinsi vang
berada/melakukan operasional di Kabupaten
Purwvakarta

d. Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor hkas
Lintas  Kabupaten/Kota vang berada/melakukan
operasional di habupaten Purwakarta.

¢. Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan
kantor Kas  Koperasi  Primer vang Wilayah
Keanggotaannva di Kabupaten Purwakarta.

f Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Sekunder yang Wilayah
heanggotaannyva di Kabupaten Purwakarta.



()

(1)
{2)

(3)

[

Objek Pengawasan vang dimaksud pada avat (1) huruf d
meliputi usaha simpan Pinjam dan Non Simpan Pinjam.
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan koperasi
diatur lebih  lanjut sesual denganketentuan peraturan
perundang ~ undangan vang berlaku dan Peraturan Bupati
Purwakarta.

Pasal 64

Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluast kantor
cabang. kantor cabang pembantu dan dan kantor kas vang
berkedudukan di wilavah kabuapten Purwakarta untuk
melindungl anggota koperasi dan masvarakat.

Hasil pemantauan sebagaimana avat (1} dilaporkan kepada

a. Mentert untuk Koperasi yang wilavah keanggotaannva
lintas daerah provinsi.

b. Gubernur untuk hoperas: vang wilayvah
keanggotaannyva lintas daerah kabupaten/kota.

¢, Bupati untuk Koperast,

Pendataan Koperasi
Pasal 65

Pendataan dan Pemutakhiran data dilaksanakan oleh
Dinas vang membidangi Koperasi

Dinas vang melaporkan hasil pendataan sebagaimana vang
dimaksud pada avat {1} kepada kementerian.

Hasil pendataan dan rckapitulasi data digunakan sehagai
data terpadu.

Pendataan oleh Dinas dilaksanakan oleh petugas vang
ditunjuk pada unit tertentu vang trelah ditetapkan schagai
penanggung jawab data

Petugas vang ditunjuk adalah aparatur dinas vang
membidangi Koperasi.

Pelaksanaan Pendataan
Pasal 66

Pendataan Koperasi dilaksanakan dengan teknologi
informast vang memadai dan mengikut perkembangan
teknologi terkini

Pelaksanan pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal
avat (4) menggunakan instrumen vang bentuk dan tata
caranya ditetapkan oleh kementerian

Pelaksanaan  pendataan  harus  didukung den gan
infrastruktur dan sumber dava manusia vang memadai.
Pelaksanaan data tersebut diiaksanakan secara
berkesinambungan.
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BAB 111
USAHA MIKRO
Bagian kesatu
Pembinaan Usaha Mikro
Paragrai 1
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 67

Usaha Mikro, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal
usaha atau hasil penjualan tahunan;

hriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada avat {1}
digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan
usaha;

Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada avat (2)
adalah Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan
pahng banvak RP. 1.000.000.000.00 {satu miliar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaba:

Untuk  pemberian  kemudahan, pelindungan, dan
pemberdavaan Usaha Mikro. Kecil. dan Menengah selain
kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
digunakan kriterta hasil perjualan tahunan;

kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
pada avat (4] adalah Usaha Mikro memiliki hasii penjualan
tahunan sampai dengan paling banvak kp
2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah};

Nilat nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada avar (3]
dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan
perekonomian.

Pasal A8

Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha
dan hasil penjuaian tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 avat {1}, kementerian/lembaga dapat
menggunakan kriteria  omzet.,  kekayaan bersih, nilai
investasl, jumiah tenaga kerja, insentif dan disinsentif,
kandungan lokal, dan/ atau penerapan teknolegi ramah
lingkungan sesuar dengan kriteria setiap sektor usaha.
Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada avat (1]
oleh menternt teknis atau pimpinan lembaga harus
mendapatkan pertimbangan dari Menter.



2]

{2

Paragraf 2
Perizinan Usaha Berbasis Risiko
Pasal 69

Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanva harus
memiliki Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

a. nomor induk berusaha., untuk kegiatan usaha risiko
rendah:

b. nomor induk herusaha dan sertifikat standar. untuk
kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah
tinggi: dan

€. nomor mduk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha
risiko tinggi.

Dalam hal kegiatan usaha vang dilakukan oleh Usaha
Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat
risiko menengah atau risiko tinggi. selain wajib memiliki
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
pelaku usaha wahb memiliki sertifikat standar produk
dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasail 70

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, dilaksanakan
melalui  sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara
elektromk. vang dikelola oleh lembaga vang mengelola
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pemenuhan persvaratan dan tata cara permohonan
Penzinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma,
standar, prosedur. dan Kkriteria vang diatur dalam
peraturan pemerintah mengenai penyvelenggaraan Perizinan
Berusaha berbasis risiko.

Pasal 71

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan
pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan
Berusaha.

Dalam  melaksanakan pembinaan  dan  pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada avat (1]. Pemerintah Daerah
melakukan:

a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan

ringkat risiko rendah. menengah. dan tingg:; dan



b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melaius sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elekironik
untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 72

[Jalam hal pelaku Usaha Mikro fidak dapat mengakses
Perizinan Berusaha secara daring. Dinas. perangkat di tingkat
kecamatan, dan/atau  kantor kelurahan/ kantor desa
memfasilitasi pendaftaran  Perizinan  Berusaha  dengan
mempertimbangkan karakteristik wilavah.

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pendampingan
bagi Usaha Mikro vang telah mendapatkan nomor induk
berusaha.

{2} Pendampingan sebagaimana dimaksud pada avat (1}

dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan  pengetahuan terhadap penerapan
standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan
produk halal bagi Usaha Mikro vang baru mendapatkan
nomor 1induk berusaha; dan/ arau

p. mementithl persvaratan mendapatkan sertifikat standar
dan/atau izin,

{3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada avat (1} paling
sedlikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis.
konsultasi, dan/ atau pelatthan.

Pasal 74

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung
mengajukan permohonan nomor induk berusaha. sertifikat
standar, dan/ aftau izin melalui sistem Perizinan Berusaha
vang terintegrast secara elektronik.

Paragraf 3
Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/ atau {zin

Pasal 75

(1} Pemerintah Pusat menvelenggarakan perizinan tunggal
Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi
secara elekironik.

(21 Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada avat { 11
meliputi Perizinan Berusaha. standar nasional Indonesia.
dan sertifikasi jaminan produk halal,-



{31 Dalam hal kegiatan usaha vang dilakukan oleh Usaha
Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk
berusaha vang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.

(4) Dinas vang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan
penvelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.

Pasal 76

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro vang memiliki
risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 avat (3).
berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan
Kegratan berusaha.

Pasal 77

(1} Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/ atau izin bagi
Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.

(2} Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dikecualikan untul sertifikat halal sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Jaminan produk halal.

(3} Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan
pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/ atau
Izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada avar {}].

Pasal 78

Pendaftaran  perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan
sertifikat standar dan/ atau izin, dan perpanjangan sertifikat
jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan Diava.

Paragral 4
intormasi Perzinan Berusaha

Pasal 70

Bupati  Purwakarta menvampaikan informasi Perizinan
Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan
Berusaha melalui  sarana media  publikasi daring atlauy
etektronik mengenai:

4. persvaratan vang harus dipenuhi oleh pemohon:

b.  tata cara mengajukan permochonan izin usaha; dan

C. pembebasan biava perizinan.



Bagian Kedua
Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf ]

Penvediaan Lavanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi

Usaha Mikro
Pasal 80

{1} Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menvediakan lavanan

(2}

(3]

bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha
Mikro.

lLavanan bhantan dan pendampingan hukum kepada
pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada avat {1}
nidak dipungut biava.

Lavanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meliput:

a. penvuluhan hukum:

b, konsulras: hukum;

. mediasi;

. penvusunan dokumen hukum: dan/atau

¢. pendampingan di iuar pengadilan.

Pasal 81

Untuk memperoleh lavanan bantuan dan pendampingan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Usaha Mikro

hnarus memenuht persvararan:

—

)

a.

is.

mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah:
memiliki nomor induk. berusaha: dan-

menverahkan dokumen vang berkenaan dengan perkara.

Pasal 82

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan
pembiavaan kepada Usaha Mikro vang meminta lavanan
bantuan dan pendampingan hukum vang disediakan pihak
lain.

Pihak lam sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} terdird
atas:

A perorangan vang memilik izin praktik sebagal advokar:
b lembaga pemberi bantuan hukum: atau

C. perguruan tinggi,

iavanan  bantuan  dan  pendampingan  hukum  vang
dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada avart (2]
meliputt:

a. konsultasi hukum;



()

mediasi:

penyusunan dokumen hukum:
vendampingan di luar pengadilan: dan/ atau
pendampingan di pengadilan.

® oo o

Tata cara dan besaran bantuan pembiavaan lavanan
bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh
Mentert.

Pasal 83

Dalam upava pemberian lavanan bantuan dan pendampingan
hukum kepada Usaha Mikro. Pemerintah Daerah Rabupaten
paling sedikit:

k.

melakukan identifikasi  permasalahan  hukum  vang
dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro:

membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenal
bentuk dan cara mengakses lavanan bantuan dan
pendampingan hukurmn,

meningkatkan literast hukum:

mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program
dari kegiatan lavanan bantuan dan pendampingan
konsultasi, dan

melakukan kerja sama dengan instans) terkait. perguruan
tinggi dan/ atau organisasi profesi hukum.

Pasal 84

Pemberian lavanan bantuan dan pendampingan hukum
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud daiam Pasal 80
sampai dengan Pasal 83 dilaksanakan oleh setap
perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan Usaha
Mikro sesuat dengan kewenangan,

Hasil pelaksanan pemberian  lavanan bantuan dan
pendampingan  hukum Usaha Mikro  sebagaimana
dimaksud pada avat {1] dilaporkan kepada Kementerian.
Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan cvaluasi
terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan
hukum Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu} kali dalam 1
{satul tahuan.

Paragraf 2
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 85

Dalam hal térjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah
Kabupaten Purwakarta mengupayakan pemulihan Usaha
Mikro meliputt

a. restrukturisasi kredit:



b, rekonstruksi usaha
¢. bantuan permodalan; dan/ atau
d. bantuan bentuk lain.

{2} Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diprioritaskan kepada Usaha Mikro vang terdampak untuk
pemulithan perekonomian masyarakat.

Pasal 86

Pemerintah  dacrah Kabupaten aktuf dalam memberikan
pelindungan dan pengamanan untuk menjaga dava saing
produik Usaha Mikro di pasar domestik.,

Bagian Ketiga
Pemberdavaan Usaha Mikro
Paragraf 1
Rasis Data Tunggal Usaha Mikro

R

Pasal 87

(1} Basis data tunggal Usaha Mikro dikoordinastkan oleh

Kementerian.

(2) koordinasi schagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan:

a. mengumpulkan. memeriksa kesesualan data, dan
mengelola data vang disampaikan oleh Pemerintah
Dacrah; dan

h. menvebarluaskan pemanifaatan data dengan
memanfaarkan sistem jaringan data dan informasi.

&

Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada avat(l)
harus mengacu pada standar data Usaha Mikro. vang
pating sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku
usaha.

(4) Penvusunan standar data sebagaimana dimaksud pada
avat (3] dilaksanakan setelab berkoordinasi dengan badan
vang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
statistik,

Pasal 88

{1} Untuk pengumpulan data sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 avat {2} huruf a, Pemerintah Kabupaten harus
menvampaikan data Usaha Mikro. Kecil. dan Menengah
kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah
interanerghilitas.

{2] Pemerintah Daerah Kabupaten menvampaikan  data
sebagaimana dimaksud pada avat (1) secara periodik 1



(satu} kali dalam 1 {satu} tahun paling lambat semester
pertama tahun anggaran benalan.

(3] Pendataan, pengumpulan, dan/ atau pengelolaan data
Usaha Mikro. dapat melibatkan dunta usaha. perguruan
ringgi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan
rerkait lainnva vang ada di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 89

Penvelenggaraan  basis data tunggal Usaha  Mikro.
menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Pagal 00

(1) Dinas vang membidangi Usaha Mikro menvebariuaskan
data Usaha  Mikro  kepada  kementerian/lembaga
pemerintah  nonkementerian  terkait  dan  Pemerintah
Jaerah.

{2} Penvebariuasan data Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud
pada avat (1} meliputi kegiatan:

a. pemberian akses;
h. pendistribusian: dan
¢. pertukaran data.

{31 Dalam memberikan informasi kepada Koperasi dan Usaha
Mikro Pemerintah Pusat dar Pemerintah Daerah harus
mengacu kepada basis data tunggal.

(4) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi
vang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro dilaksanakan
oleh Menterti.

Paragraf 2
Penvediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro
pada Infrastruktur Publik dan Pasar Modern
Pasal 92

(1} Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah. dan;/ atau
hadan usaha swasta wajib melakukan penvediaan tempat
promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedhikit 30
“, {tiga puluh persen} total luas lahan area komersial, tuas
tempat  perbelanjaan, dan/atau tempat promesi  Vaiig
strategis pada infrastruktur pubilik.



(2} Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada avat (1}
meliputy;

a. terminal:

h. pelabuhan:

¢. stasiun kereta api;

d. tempat stirahat dan pelavanan jalan tol: dan
mfrastruktur publik lainnva vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemenntah Daerah sesuai
dengan kewenangannva.

i3] Penvediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha

Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek

keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban

dalam pelavanan infrastruktur publik.
(4} Tempat istirahat dan pelavanan jalan tol sebagaimana
dimaksud pada avat {2} huruf e, selain diperuntukkan bagi

Usaha Mikro.

Pasal 93
Pemnerititaly  Daerah Kabupaten mewajibkan  setiap  pasar
modern dalam hal int swalavan dan selenisnya untuk

membantu  dalam hal pemasaran produk usaha vang
dihasilkan oleh Pelaku Usaha Mikro

Pasal 94

Pasar modern wajib menvediakan tempat baik secara khusus
atau menggunakan tempat vang telah disediakan.

el
B

£,
o
7

(1) Pemerintah  Daerah WKabupaten dapat memberikan
apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha vang
menvediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha
Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 avat (1},

(S

insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa
subsidi, keringanan bhiava retribusi daerah, [{fasiiitas
kemudahan. dan/ atau penghargaan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96
(1} Alckasi besaran pemvediaan tempat promosi dan

pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 avat (1} wajib tertuang daiam kontrak kerja sama



&

{1)

antara  penvelenggara infrasuruktur  publik  dengan

pengelola infrastruktur publik,

Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam

kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada avat {1}

berlaku juga untuk penvediaan tempat promost dan

pengembangan  usaha bagi Usaha Menengah dalam
penvelenggaraan infrastrukinur publik di rempat istirahat
dan petavanan jalan tol.

kontrak kera sama sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dan avat {2) paling sedikit memuat:

a. 1dentitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pthak:

¢.  sanksi: dan

d. penvelesaian sengketa.

Ketenituan pemenuhan alokasi 30" (tiga pulubh persen;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 avat (11 berlaku

untuk penyelenggaraan infrastruktur publik vang:

a. telah melakukan penandatanganan kontrak
pengusahaan infrastruktur publik  namun  belum
melakukan proses pembangunan: atau

b, sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 97

Penivediaan  tempat  promosi  untuk  Usaha  Mikro
schagaimana dimaksud dalam Pasal 92 avat (1) palng
sedikit berupa:

a. media luar ruang; dan

b, ruang pameran.

Penvediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha
Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 avat {1) paling sedikit berupa:

A, ternpat berjualan:

b, tempat bekerja atau akomodasi: dan

¢. pergudangan.

Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha
Mikro berada di lokasi strategis pada infrastrukiur publik.
Penvediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada
avat {1) dan pengembangan usaba sebagaimana dimaksud
avat {2} berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat
istirahat dan pelayvanan jalan tol.

Pasal 98

Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha
Mikre pada infrastruktur publik dilakukan eoleh masing-
masing kementerian/ lembaga pemerintah
nonkementerian., Pemerintah Daerah. badan usaha milik



(2]

(4]

(1]

(2]

negara. badan usaha miltk daerah. atau badan usaha
swasta sebagail penvelenggara infrastrukrur publik.

Dalam melakukan pengelolaan tempat promost dan
pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, penvelenggara infrastruktur publhk dapat
menverahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada
hOpeTast.

Koperasy  sebagaimana  dimaksud pada avat (2]
mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi
dan pengembangan Usaha Mikre pada mirastrukrour
publik.

koperasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] diberikan
hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan
Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 90

Penvelenggara infrastruktur publik vang mengelola tempat

promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:

a. mclaksanakan rekomendasi kementerian atau Dinas
terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan
Usaha Mikro,

5y, mendaftarkan Usaha Mikro vang mendapatkan
{asilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha
pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara
elektronik:

c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk
Usaha Mikro vang akan melakukan usaha di lokas
infrastruktur publik;

d. memiasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha
Mikro untuk mengembangkan usaha; dan

¢. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha
Mikro secara profesional dan akuntabel.

Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan ternpat

promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:

a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan
pengembangan usaha kepada anggota Koperasi:

Iy, melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi
produk terhadap Usaha Mikro vang akan melakukan
usaha di lokasi infrastruktur publhk;

¢. mendaftarkan Usaha Mikro vang mendapatkan
fasilitasi tempat promost dan pengemnbangan usaha
pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
eietrontk;

d. memfasilitasi petatihan dan pendampingan
pengembangan usaha bagi  Usaha Mikro vang
melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik: dan

e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha
Mikro secara profesional dan akuntabel.



Pasal 100

Kementerian atau Dinas melakukan pengawasan terhadap
penvelenggaraan pelaksanaan tempat pPromost dan
pengembangan Usaha Mikro oleh penvelenggara infrastruktur
publik  sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 101

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan hiava sewa
tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling
banvak 30 % {tiga puluh persenj dari harga sewa komersial.

Paragraf 3
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro
Pasal 102

(1) Pemerintah Dacrah Kabupaten mendorong implemerntasi
pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

(2} Pengclolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud
pada avat (1} diimplementasikan secara bersinergl oleh
Pemerintah Pusat, Pemerimah Daerah. dan pemangku
kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 103

(1} Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok

Usaha Mikro vang terkait dalam:

a. suatu rantat produk umum:

. ketergantungan atas keterampilan tenaga keria vang
serupa:. atau

¢. penggunaan tcknologi  vang serupa dan saling
melengkapi secara terintegrasi.

{2} Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud
nada avat (1] membentuk Koperasi guna mewadah
kegiatan pengelolaan terpadu.

(3] Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud
pada avat {1} dilakukan melalux
a. pendirian/legalisasi:

. pembiayvaarn;

¢ penvediaan bahan baku:

d. proses produksi;

e, kurasi: dan

i, pemasaran produk Usaha Mikro melalus perdagangan
elektronik/ nonelektronik.



{4} Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagammana dimaksud
pada avat (1} dan avat (2) dilaksanakan secara terintegrast,
sistematis, akuntabel. dan berkelanjutan.

Pasal 104

Pemerintah memberikan kemudahan. pendampingan. dan
fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha
Mikro,

Pasal 105

Remudahan, pendampingan, dan  fasiitast  sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 104 meliput:
a. pendirian/ legalisast berupa:

1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro
dalain sistem DPerizinan Berusaha terintegrasi secara
elektronik  sesuail  dengan  Ketentuan  peraturan
perundangundangan;

2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka
ekspor bagi Usaha Mikro vang telah mendapatkan
nomor induk berusaha: dan

3. fasilitasi kepemilikan hak kekavaan intelektual dalam
negert dan untuk ekspor.

b. pembiavaan berupa:

I. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;

2. mermberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
3. penjaminan kredit modal kerja;
4. penvaluran dana bergulir:

5. bantuan permodalan; dan
6. bentuk pembiavaan lain.
c. penvediaan bahan baku berupa:
1. membuka akses penvediaan bahan baku dan/ atau
bahan penclong: dan
2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/ arau bahan
penoiong.
d. proses prodikst berupa:
1. sarana dan prasarana:
a}l penvediaan lahan dan bangunan untuk
dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi:
b) mesin dan peralatan -produksi: dan/ atau
¢} sarana pendukung lain.
2. peningkatan kompetenst sumber dava manusia:
al pendidikan:
b} pelatthan;

¢} magang; dan



e,

I
1
i.

(2]

i3)

d} pendampingan.

3. fasihitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk
ekspor  melalui  pelatthan dan  pendampingan
berkelanjutan berdasarkan kiaster;

4. fasilnasi desain produk dan kemasan. pengembangan
pencitraan produk, serta desain dan konten toko online;
dan

5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.

kurasi berupa:

I melakukan penilaian produk unggulan daerah yang
memiliki potensi pasar dalam negeri dan luar negeri:
dan

2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro:
dan
pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan
clektronik/ nonelektronik berupa:
1. penvediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha
Mikro,
2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;

3. pengembangan kapasitas. logistik:
4. literasi digital dan nondigital; dan
5. pengembangan  aggregator  bisnis  online  untuk
membantu pemasaran dan penjualan secara oniine.
Pasal 106
Penentuan lokasi pengeiolaan terpadu Usaha

memperhatikan paling sedik:t:

a. pemetaan potenst berdasarkan ketersediaan hahan
baku. ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi.
akses pembiayvaan, penggunaan teknologi vang serupa
dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi
masvarakat,

b, keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan
dan potens: pasar,

¢. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersedizan
lahan. infrastruktur, lingkungan masvarakat, akses
distribusi, rencana tata ruang wilavah: dan / atauy

d. lokasi kawasan ekonomi khusus. kawasan industn
terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lan,

Bagi daerah vang memiliki kawasan ekonomi khusus.

lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro berada dalam

wilavah kawasan ekonom khusus.

j.okast untuk Usaha Mikro dan Koperasi, baik sebagal

pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagl

perusahaan vang berada di kawasan ekonomi khusus
ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.



Pasal 107

(1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro disusun dalam rencana
akst Daerah Kabupaten Purwakarta pengelolaan terpadu
Usaha Mikro.

(2) Rencana aks1 scbagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan penjabaran dart rencana pembangunan jangka
menengah Daerah kabupaten Purwvakarta,

{31 Rencana aksi nasional pengelolaan terpadu scbagaimana
dimaksud pada avat (I} menjadi pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Purwakartadalam menyvusun rencana aksi
Daerah.

(4 Rencana akst di Kabupaten Purwakarta sebagaimana
dimaksud pada avat {3) merupakan baglan integral dari
rencana pembangunan jangka menengah dacrah provinsi
dan kabupaten/ Kabupaten.

Tasal 108

Bupati mengkoordinasikan dan mengendalikan  pelaksanaan
pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 109

Dunia usaha dan masvarakat berperan serta secara aktf
dalam perumusan Lebiyakan, penvelenggarann.
pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro
dalam penataan klaster di tingkat nasional. provinsy, dan
kotia/ Kabupaten.

Pasal 110

noordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu  Usaha
Mikro dalam penataan klaster dilakukan di tingkat nasional,
provinsi, dan kota/RKabupaten .

Pasal 111

{1} Dalam  melakukan  koordinast dan  pengendahan
sebagaimana dimaksud datam Pasal 110 Menten
melakukan;

a. pertukaran  data dan iformast perencanaan dan
pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi. dan
Kota/Kabuparen: dan

b konsultasi antar instansi Pemerintah Pusat di tingkat
nasiwonal, provinst, kota/kabupaten. dan antara unsur
pemerintahan dengan dunia usaha dan masvarakar.



(2]

Hasil koordinasi dan pengendalian kebiyjakan umum dan
program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan.
peinantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu  Usaha
Mikro dalam penataan klaster tingkat nasional menjadi
masukan untuk pelaksanaan program di ungkat nasional,
tingkar provinsi, dan tingkat Kota / kabupaten,

Pasal 112

Pembiavaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro bersumber dari:

a.
b.
C.

{3

(1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan/atau
sumber lain vang sah sesual dengan ketentuan peraruran
perundang-undangan.

Paragraf 4
Fasilitasi Hak Kekavaan Intelektual
Pasai 113

Kementeran vang menyvelenggarakan Urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi Inanusla
memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekavaan
intelektual secara cepat, tepat., murah, dan nudak
diskriminatif dalam pelavanan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kemudahan schagaimana dimaksud pada avat {1} borupa

keringanan biava pendaftaran dan pencatatan hak

kckavaan intelektual bagi Usaha Mikro paling scdikit
sebesar 50" (lima pulun perseny.

Kementerian/lembaga sesuat dengan kewenangannva

mendampingi  Usaha Mikro untuk memperoleh hak

kekavaan intelektual dengan melakukan:

a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan
kekavaan intelektual:

b. literasi. edukasi, dan sosialisast kekavaan intelcktual;
dan

¢. advokasi penvelesaian sengketa kekavaaan intelektual.

keringanan biava pendaftaran kepemilikan hak kekayaan

intelekiual sebagaimana dimaksud pada avat {3} termasuk
penidaftaran hak kekavaan mntelcktual intemasional.

Kementerian/lembaga sesual  dengan kewenangannya

mendampingl Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat

hak kekavaan intelektual dengan melakukan:

a. konsuitasi dan pendampingan pendaftaran kekayvaan
intelektual dalam negeri dan hak kekavaan intelektual
internasional;

b. literasi dan sosialisasi kekavaan intelektual: dan

advokasi penyvelesaian séngketa kekayaaan mtelekiual.

™



{1)

(2]

(1)

Paragraf 5
Jaminan kKredit Program
Pasal 114

Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit
program.

Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada avar
i1l dapat berupa:

a. surat perintah kerja:

b, faktur:;

c. surat pemesanan (purchase order:

d. hak kekavaan intelekiual;

e. anjak piutang:

f. keping/ kode batang (Chip/ barcode) huktl atas
kepermilikan benda bergerak: dan/ atau

g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 6
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

Pasal 115

kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan
perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha
Mikro serta Koperasi dart hacil produksi dalam neger
dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan
Pemerlntah Daerah,

Kementerian/lembaga  pemerintah  nonkementerian  dan
perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1}
Wajib mencalokasikan paling sedikit 40% {empat puluh
persenj dart  nilai  anggaran belanja  barang/jasa
Pemerintah Pusatr dan Pemerintah Daerah.

Pembenan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada
avat {2} dilaksanakan dengan pengadaan barang./jasa
pemerintah sesual  dengan ketentuan pereturan
perundang-undangan mengenail pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Penyedia  usaha  besar dan Usaha Menengah ang
melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama
usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro vang
memiliki kemmampuan di bidang vang bersangkutan.

Pasal 116

Kementerian vang menyelenggarakan Urusan
pemerintahan dr bidang badan usaha milik negara
mendorong hadan usaha milik negara untuk



(2)

(1)

{2)

mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro
dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah
untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha
Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 117

kementerian/ lembaga pemerintah nonkementertan dan
perangkat caerah sesual dengan kewenangannva wajib
memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 115 avat {2} dalam Sistem informasi
Rencana Umum Pengadaan pabng lambat di  bulan
November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun
mendatang.

Rencana belanja tabhun mendatang schagaimana dimaksud
pada avat (1} diintegrasikan dengan sistem mmformasi data
tunggal.

Pasal 118

Pembasaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
untuk Usaha Mikro. serta Koperasi dengan nilal pagu
anggaran/kontrak kurang dart Rp 50.000.000.00 {hma
puluh juta rupiah) dibavar langsung.

Pembavaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
untuk Usaha Mikro, serta Koperasi dengan mnilai pagu
anggaran/kontrak antara Rp 50.000.000,00 (kma puiuh
juta rupiah} sampai dengan Rp 200.000.000.00 . (dua
ratus juta rupiahj diberikan uang muka paling sedikit 50%
ilima pulih persen).

Pembavaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
untuk Usaha Mikro serta Koperas) dengan nilal pagu
anggaran/ kontrak antara nilai  lebth  dam Rp
200.000.000.00 {dua ratus juta rupiah) sampar dengan
nilai Rp 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah} diberikan uang muka paling sedikit 30% {tiga puluh
persen;,

Pasal 119

Rupati wajib melakukan pengawasan pengalockasian dan
nelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro,
serta Koperasi melalui aparar pengawasan intemal pada
Pemerintah Daerah.

Bupati  berkoordinasi dengan lembaga  pemeriniah
nonkementeran vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/
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dacrah dan pembangunan nasional untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa

bagi Usaha Mikro, serta Koperasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi

keglatan:

a. audit;

b. review.

¢. pemantauan;

d. evaluasi, dan/ atau

e. penvelenggaraan mekanisme pengaduan (whastleblowing
systemy.

Penvelenggaraan mekanisme pengaduan {whistleblowing

system) sebagaimana dimaksud pada avar {3] huruf ¢

dapat menggunakart penvelenggaraan mekanisme

pengaduan {(whistleblowing system) vang sudah berjalan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dilakukan dari tahap:

a. perencanaan;

b. penganggaran,

. persiapan:

d. pemilihan penyedia:

e. pelaksanaan kontrak: dan fserah terima pekerjaan dan
pelaporan.

Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikroserta

hoperast pada pengadaan barang/iasa mehputi

a. pemenuhan  kewajiban pengalokasian  scbesar 40"
(empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa
Usaha Mikro. Usaha kecil. serta Koperasi; dan

b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha
Mikro. Usaha Kkecil. serta Koperasi.

Hasil pengawéasan digunakan untuk  pengendalian

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 120

Monitoring dan  evaluasi pengadaan  barang/jasa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan oleh
Mentert,

Menteri menvediakan laman sistem monitering  dan
evaluasi pengadaan barang/jasa pada sistem informasi
data tunggal

Monitormg dan cvaluasi dilakukan sccara reguler dan
dilaporkan kepada Presiden paling sedikit 2 {dua) kali
dalam | {saru} tahun pada bulan Juni dan Desember pada
rahun benalan.



Pasal 121

Realisast pelaksanaan pengalokasian <40 % {empat puluh
nersen} pengadaan barang/jasa Usaha Mikroserta Koperasi
vang  dilakukan kementerian/ lembaga  pemenntah
nonkementerian dan perangkat daerah dipublikasikan secara
transparan kepada masyarakat,

Paragraf 7

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikast Laporan
Keuangan
Pasal 122

(1) Pemerintah Dacrah Kabupaten memfiasilitasi pelatihan dan
pendampingan pemanfaataan sistem aphkasi
pembukuan/pencaratan keuangan Usaha Mikro.

(27 Sistem aplikast pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha
Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berpedoman
pada standar akuntansi vang berlaku bagi Usaha Mikro.

(3} Standar akuntasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bag:
Usaha Mikro.

{+) Fasilitast penyvediaan sistem aplikasi
pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha
Mikro 1 tidak dipunguf biava.

{5} Pemerintah Pusat dan Pemermtah Daerah dalam
menvediakan fasilitas pelatihan  dan  pendampingan
pembukuan,/ pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan
Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggl
dan asosiast.

Paragraf 8
Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro
Pasal 123

(1} Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bidang
usaha untuk Usaha Mikro serta bidang usaha untuk
usaha besar dengan svarat harus bekerja sama melalw
kemitraan dengan Usaha Mikro.

(21 Alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada avat {1}
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal.



]
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Paragral 9
Pemeliharaan Terminal

‘agal 124

Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan f{asilitas
nenunjang pada terminal harus bekerjasama dengan
Usaha Mikro.

Petneliharaan vang harus dikerjasamakan sebagaimana
dimaksud pada avat {1} berupa:

a. rlitii,

bh. memfungsikan kembai

¢. penggantian: dan/ atau

d. bersitat melenghkapi.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada avat (1]
dilaksanakan sesua: dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang transportasi.

Bagian keempat
Pengembangan Usaha
Pasal 125

Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan
pengembangan Usaha Mikro.

Pengembangan Usaha Mikro. sebagaimana dimaksud pada
avat (1} dilakukan melalui:

a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah vang
dihadapi Usaha Mikro;

penyvusunan program pembinaan dan pengembangan

St

sesuai potensi dan masalah vang dihadapi:
¢. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
dan
d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
Pengembangan Usaha Mikro. sebagaimana dimaksud pada
avat {1} dilaksanakan melalui pendekatan:
a. hoperasy
b. sentra.
¢. klaster; dan
d. kelompok.

Pasal 126

Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka
waktu,

intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avai (1} ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat
perkembangan Usaha Mikro.



(3)

(4]

Pedoman  klasifikasi dan  tingkat perkembangan Usaha

Mikrosebagaimana dimaksud pada ayat (2} mengacu

kepada Kementerian terkait.

Pedoman klasifikasi dan ungkat perkembangan Usaha

Mikro, sebagaimana dimaksud pada avat {3} paling sedikit:

a. kriterta klasifikasi berdasarkan masalah = dan/atau
potensi:

L. penentuan klasifikasi:

¢. pendekatan pengembangan:

d. benruk fasilitas:; dan

e, jangka waktu fasilitasi.

Bagian Kelima
woordinasi dan Pengendalian Pemberdayvaan Usaha Mikro
Paragraf 1
Lingkup Koordinasi.
Pasal 127

Koordinasi dan pengendalian pemberdavaan Usaha Mikro,
meliputi penvusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap:

a.

h.

peraturan perudang-undangan dan kcbijakan pertumbuhan
iklim dan pengembangan usaha vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha vang
diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 2

Pernvelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan,

{1)

12)

Pelindungan, dan Pemberdavaan Usaha Mikro.
Pasal 123

Pemerintah Daerah Kabupaten mengkoordinasikan dan
mengendalikan kemudahan, pelindungan, dan
pemberdavaan Usaha Mikro.

Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayvat {1} diselenggarakan secara terpadu dengan menteri
teknis; kepala lembaga pemerntah nonkementenan,
gubemur, bupati/Bupatikabupaten. dunia usaha. dan

miasy arakat.



Paragraf 3
hoordinasi dan Pengendaban

Pasal 129

Koordinasi dan pengendalian Pembinaan. Pemberdavaan. dan
pelindungan., Usaha Mikro. dilakukan di Kabupaten
Purwakarta

Pasal 130

(1) Dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan,

pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 avat {1}, Bupati
melakukan:

a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan
pelaksanaan program di tingkat nastonal, provinsi, dan
kabupaten/Kabupaten: dan

b. konsultasi antar instansi Pemerintah Pusat. dengan
Pemerintah  Daerah  provinsi, Pemerintabh  Daerah
kabupaten/Kabupaten dengan dunia usaha dan
masyarakat,

(2] Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan
program/ kegiatan, pelaksanaan program/ Kegiatan.
pemantauan dan evaluasi kemudahan. pelindungan. dan
pemberdavaan Usaha Mikro tingkat Kabupaten Purwakarta
menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten.

Pasal 131

Biava pelaksanaan koordinasi dan pengendalian bersumber
dart anggaran Kementerian, kementerian teknis/lembaga
pemerintah nonkementerian, dan/atau sumber lain vang sah
sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Upah pada Usaha Mikro
Pasal 132

(1) Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum
kabupaten/Kabupaten dikecualikan bagi Usaha Mikro.

(2} Ketentuan upah minimum provinsi dan upab mimmum
kabupaten/Kabupaten secbagaimana dimaksud pada avat
{1} berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah
vang mengatur mengenat pengupahan.
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BAR IV
KEMITRAAN
Bagian kesatu
Insentif Kemitraan
Pasal 133

Pemerintah Dacrah Kabupaten memberikan insentif dan
kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha
Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1} diberikan
kepada Usaha Mikro:

a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;

b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah:

L]

pemberian banruan modal kepada Usaha Mikro. Usaha

Kecil, dan/ atau Koperast,

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha
Mikrodan/ atau Koperast:

e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/ atau
hoperast; dan/ atau

£, subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

remudahan berusaha datam rangka kemitraan

sebagaimana dimaksud pada avat {1) berupa:

a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tdak

diskriminauf,
b. pengadaan sarana  prasarana.  produksi  dan

pengolahan, bahan baku, bahan penolong. dan
kemasan:
c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana:

fasilitasi  dalam  memenuhi  persyaratan  untuk

4.

memperoleh pembiayaan: dan/ atau

e. memperoleh dana, tempat usaha. bidang dan kegiatan
usaha. atau pengadaan barang dan jasa untuk
pemerintan.

Pasal 134

Pemerintah Daerah kabupaten sesual dengan
kewenanganma melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kemiraan

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimakstd
pada avat {1}, Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian.

Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} digunakan paling sedikit untuk:



{1

J

(3)

(4

a. keria sama dalam perencanaan program kemitraan:
dan/ atau

h. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 135

Nemitraan amara Usaha Mikro, Koperas: dengan Usaha
Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika
bisnis vang sehat.

Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada avat {i]
meliputi prinsip saling:

a. memeriukan,

b, mernpercavai;

. memperkuat; dan

d. menguntungkan.

Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyat
kedudukan hukum vang setara dan berlaku hukum
'ndonesia.

kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan
Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan
disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 136

hemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang
produksi dan pengolahan. pemasaran. permodalan,
sumber dava manusia, dan teknologi sesuai dengan pola
kemitraan.

Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada avat {1}
diberikan melalui pelatthan. peningkatan kemampuan.
pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2
Fola kemitraan
Pasal 137

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
dilaksanakan melalui pola:

a. inti-plasma;

b. subkontrak:

. waralaba;



()

d. perdagangan umum,;

e. distribusi dan keagenan;

f.  rantat pasok; dan

g. bentuk kemitraan lain.

Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada avat
{1) huruf g, paling sedikit:

a. bagi hasil;

b. kerja sama operasional;

c. usaha patungan (joint venture); dan

d. penyeberluasan {outsourcing).

Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada
avar (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
Pendampingan  vang  dilakukan oleh  pendamping
sebagaimana dimaksud pada avat (3} dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 138

Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 137 avat (1} huruf b:

a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan
Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkoniraktor;
atau

b. Usana Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan
Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.

Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha

besar sebagal kontraktor memberikan dukungan:

a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi

dan/ atau komponen,

kemudahan memperoleh bahan baku:

peningkatan pengetahuan teknis produksi;

R

teknologi;

8

pembiavaan; damn;

fpe]

sistem pembavaran.

Pasal 139

Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 137 avat (1} hurufc:

a. usaha besar berkedudukan sebagal pemberi waralaba
dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima
waralaba; atau

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi
waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagal
penerima waralaba.



[2]

Usaha besar vang memperiuas usahanva dengan cara
waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan
Usaha Mikro vang memiliki kapasitas dan kelayvakan
usaha.

Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan dengan pola
waralaba sebagat pemberi waralaba.

Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuar dengan
kerentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Kemifraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat
dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan
penvediaan lokasi usaha dart Usaha Mikro olch usaha
besar vang dilakukan secara terbuka.

Pengaturan sistem pembavaran dalam bentuk kerja sama
kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud
pada avat {1} dilakukan dengan tidak merugikan salah

satu pihak.

Pasal 141

Dalam pola kemuraan distrihust dan keagenan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 avat {1} huruf e

a.

h.

(1)

usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang
dan jasa kepada Usaha Mikro; atau

Usaha Menengah memberitkan hak khusus memasarkan
barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 142

pelaksanaan Kemitraan dengan Peola Rantar Pasok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 avar (1) hurut f.

dapat dilakukan dalam satu rangkalan kegiatan vang

melibatkan Usaha Mikro, paling sedikit:

a. pengelolaan perpindahan produk vang dilakukan oleh
perusahaan dengan penvedia bahan baku:

b. pendistribusian preduk darn perusahaan ke konsumen;
dan/ atau

c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan
haku. serta proses fabrikast.

Dalam pola kemitraan rantai  pasok schagaimana

dimaksud pada avat {il:
a. usaha besar herkedudukan sebagar penernima barang
dan Usaha Mikro. berkedudukan sebagal penvedia

barang; atau



b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima
barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai
penvedia barang.

{3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa vang dipertukan
oleh usaha hesar atau Usaha Menengah dilakukan melalu
pola kemitraan rantai pasck menguiamakan pengadaan
hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenup standar
mutu barang dan jasa vang diperiukan.

{4} Usaha Mikrovang berada 1 sekitar wilavah ekonom:
diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan
Ekonom kKhusus,

Pasal {43

(1} Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 avart {2) huruf a:

a. Usaha Mikro berkedudukan sebagal pelaksana vang
menjalankan usaha vang dibiavai atau dimiliki oleh
usaha besar; atau

bh. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana vang
menjalankan usaha vang dibiaval atau dimiliki oleh
Usaha Menengah.

{2} Para pihak vang bermitra dengan pola bagl hasil
memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan
sumber dava vang dimiliki serta disepakati kedua belah
pthak vang bermitra.

(3) Besamva pembagian keuntungan yang diterima atau
kerugian vang ditanggung para pihak vang bermitra
dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian vang
disepakati.

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 137 ayar (2} huruf b antara:

4. Usaha Mikro dengan usaha besar menjalankan usaha vang
sifatinva sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau

bh. Usaha Mikro menjalankan usaha vang sifatnva sementara
sampat dengan pekerjaan selesai.

Pasal 145

Dalam pola kemitraan usaha palungan (ot venture)

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 137 avat {2} huruf o

a. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan
usaha besar asing: dan



Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan
Usaha Menengah asing. dengan cara menjalankan aktifitas
ekonomi bersama dengan mendirtkan badan usaha baru
berbentuk badan hukum sesuar dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomt! bersama para pihak
berbagt secara proporsional dalam pemilikan saham,
keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 146

Dalam pola kemitraan pola penvumberluaran {outsoiocing)

sebagaimana dimaksud datam Pasal 137 ayat (2) huruf d:

a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar
untuk mengeriakan pekerjaan atau baglan pekerjaan di
luar pekerjaan utama usaha besar;

b, Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah
untuk mengeriakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di
iuar pekerjaan utama Usaha Menengah.

Kemitraan pola penvebariuasan dijalankan pada bidang

dan jenis usaha sang bukan merupakan pckerjaan pokok

dan/ atau bukan komponen pokok.

Dalam pola kemitraan penvumberluaran:

a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan
dan Usaha Mikre berkedudukan sebagai penvedia dan
pelaksana jasa pekerjaan; atau

. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik
pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagal
penvedia dan pelaksana jasa pckerjaan.

Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sampar dengan ayat

(3} dilaksanakan sesuar dengan kefentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketga
Penjanjian Kemitraan

Pasal 147

Setiap bentuk kemitraan vang dilakukan oieh Usaha Mikro
dituangkan dalam perjanjian kemitraan.

Perjanjian kemirraan sebagaimana dimaksud pada avat {1}
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Dalam hal salab satu pihak merupakan orang atau badan
hukum  asing. perfjanjian  kemitraan  sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dibuat dalam Bahasa Indonesia
dan bahasa asing.



{4}

i1}

Perjanjian kemirraan sehagaimana dimaksud pada avat (2)
memuat paling sedikit:

a. 1dentitas para pihak:

b. kegiatan usaha;

¢. halk dan kewajiban para pihak.

. benruk pengembangan:

e, jangka waktu kemitraan;

f. jangka waktu dan mekanisme pembavaran; dan

g. penvelesaian perselisthan.

Bagian heempat
Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
Kemitraan
Pasal 148

Pemerintah Daerah mengatur:

a. Usaha Besar uniuk membangun kemitraan dengan
Usaha Mikro: atau

bh. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan
Usaha Mikro.

Untuk  melaksanakan  peran  Pemerintah  Daerah

sehagaimana dimaksud pada avat (1). Pemerintah Daerah:

a. menvediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro,
vang siap bermitra:

b. mengembangkan provek percontohan kemitraan:

c. memiasilitasi dukungan kebijakan; dan

4. melakukan koordinasi penvusunan kebijakan dan
program pelaksanaan, pemantauan, evaluas), serta
pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kelima
Pengawasan Kemitraan
Pasal 149

kKomiisi Pengawas Persaingan Usaha  melakukan
pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 avat {1} dan avat (2} sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan scbagaimana dimaksud
pada  avat (1), Komust Peagawas Persaingan Usaha
berkoordinasi dengan insiansi terkait.

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan scbagaimana
dimaksud pada avat (} diatur dengan Peraturan homis
Pengawas Persaingan Usaha.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan
dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga



(1)

(3

Y

pemerintah . nonkementerian  terkait  dengan Komist
Pengawas Persaingan Usaha.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratf

Fasal 130

Pengenaan sanksi admnmustratif dilakukan terhadap usaha
besar atau Usaha Menengah vang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam kemitraan. berdasarkan
inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau
laporan vang wmasuk ke homisi Pengawas Persamngan
Usaha oleh:

a. Usaha Mikro vang dirugikan atas pemilikan dan/ atau
nenguasaan usahanva dalam hubungan kemitraan
dengan usaha hesar;

b, Usaha Mikro vang dirugikan atas pembkan dan/ atau
penguasaan usahanva dalam hubungan kemitraan
dengan Usaha Menengah; atau

c. orang \ang mengetahui tentang dugaan pelanggaran
pelaksanaan kemitraan.

Laparan sebagaimana dimaksud pada avat {1} disampaikan

secara tertulis disertai buku dan keterangan vang lengkap

dan jelas.

Pasal 151

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
150. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan
pemeriksaan pendahuluan.

Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menvatakan
adanva dugaan  pelanggaran  terhadap  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, homisi Pengawas
Persaingan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada
usaha untuk melakukan perbatkan atas dugaan
pelanggaran vang dilakukan.

Pelaku usaha vang tidak mematuhi peringatan rertulis
sebanvak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam renggang waktu
vang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan
tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud
nada avar {2}, proses dianjurtkan kepada acara
oemaeriksaan lanjutarn.

Pasal 152
Berdasarkan pemcriksaan lanjutan schagaimana dimaksud

dalam Pasal 151 avat (3). Komisi Pengawas Persaingan
Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan



sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha
Menengah vang melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud datam Pasal 150.

(2] Dalam hal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
sehagahmana dimaksud pada avat {1} memerintahkan
pencabutan  izin  usaha, pejabat pemberi izin  wajib
mencabut zin usaha pelaku usaha vang bersangkutan
dalam waktu paling lambat 30 ({tiga puluh) hari kerna
setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 153

Retentian  lebih  lanjut mengenai tata cara penanganan
perkara atas dugaan pelanggaran berdasarkan inisiatif komisi
Pengawas Persaingan Usaha maupun laporan, diatur dengan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB V
KEMUDAIHAN DAN INSENTIF
Pasal 154

{1} Usaha Mikro diberi kemndahan/penyederhanann
administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas
pembilavaan dari  Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  di hidang
perpajakan.

(2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak
penghasilan sesual  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak penghasilan,

(3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada
avat {2} diberikan bherdasarkan basis data tunggal
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 87,

{4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan,
keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/ atau
retribust  daerah  sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayvat (4) harus memenuhi kriteria:

a. baru mulai berproduksi atan beroperasi;

b. peredaran usaha paling hbanvak Rp 7.500.000.000.00
ftuguh miliar ima ratus juta rupiah } per tahun;

c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan.
petemakan, industri, jasa, pengangikutan/
transportasi. hotel bintang 1 /hotel melati/hostel/
homestay /guest house. rumah kos. bumi perkemahan/
penvediaan akomodasi jangka pendek Iainnva, rumah
makan/kedai/warung, dan;/ atau



d. mengikuti pengadaan barang/iasa pemerintah secara
etektronik.
{6} Insenuf sebagaimana dimaksud pada avat (4} meliputy:
4. pajak bumi dan bangunan sektor nedesaan dan
perkabupatenarn:
b, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: dan

c. retrihust daerah.
Pasal 135

(1] Pemerintah  Daerah Kabupaten memberikan bantuan
modal Kepada Usaha Mikro dan/Koperasi.

{2} Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan bantuan
untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, dan/atau
Koperasi.

{3} Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitas

pelatthan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi.

Pasal 156

Terhadap Usaha Mikro vang berorientasi  ekspor. dapat
diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan
atau  keringanan  bea masuk sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

i1} Terhadap Usaha Mikro diberikan kemudahan dan
pemvederhanaan proses import- bahan baku dan bahan
pendukung industri.

(2} Kemudahan dan penvederhanaan sebagaimana dimaksud
pada avat {1} diberikan dalamm hal bahan baku dan
penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.

(3} Selain kemudahan dan penvederhanaan sebagaimana
dimaksud pada avat {1} Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat
diberikan fasilitasi ekspor.

(4} Remudahan dan penyederhanaan proses imper bahan baku
dan bahan penolong industri dan fasilitasi Ekspor
dilaksanakan berdasarkan kewenangan

kementeman/lembaga nonkementerian  terkait  sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.



BARB VI

PENYEIAAN PEMBIAYAAN BAGE USAHA MIKRO DAN USAHA

(1)

{2

(5)

KECIL
Pasal 158

Pemerintah Daerah Kabupaten menvediakan pembiavaan
vang murah dan. mudah bag Usaha Mikro dalam bentuk
subsidi. penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan
tainnva vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanija

Daeral.

Bupati mendorong terbangunnya sistem penilaian tingkat

risiko secara terpadu melalui pemanfaatan basis data

tunggal bekerja  sama dengan kementeran/lembaga
pemerintah nonkementerian. Pemerintah Daerah. serta
pthak-pihak terkait pengembangan data dan aplikasi.

Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi

vang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/ margin

pasar dengan tingkat bunga vang ditetapkan Pemerintah

Pusal.

Pinjuman  atau Pembiavaan yang mudah sebagaimana

dimaksud pada avat {1} diberikan dalam bentuk paling

sedikit:

a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156:

. keringanan atau kemudahan penilaian kelavakan
kredit berdasarkan rating. skoring. atau analisa digital;

¢. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiavaan
lebith rendah vang besarannva disesuaikan dengan
kemampuan atau omzet;

d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan
diturunkan dan/ atau keringanan denda: dan

¢. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan
dengan karakteristik usaha.

Pemerintah  Daerah Kabupaten menvediakan  hibah

dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:

a. modal bagi Usaha Mikro pemula (start-up) dengan
produk inovasi yang memiliki potensi pasar, niiai
komersial. atau berbasis teknologi. untuk
pengembangan  usaha  dan/atau penvelenggaraan
Inkubasi:

b, modai kepada Koperast dalam rangka mendukung
program strategis: dan

¢. Pemerintah Daerah menvediakan pembiavaan dalam
bentuk penjaminan berupa pembavaran imbai jasa
penjaminan  kepada  lembaga  penjamin untuk
menjaminkan paling banvak 80% {delapan puluh



16}

persenj atas pinjaman atau pemnbiavaan vang diberikan
lembaga keuangan bank dan bukan bank.
Pemerintah Dacrah melaksanakan peningkaran lterasi
keuangan dan  memberikan  pendampingan  akses
pembiavaan kepada Usaha Mikio.

Pasal 159

Badan usaha milik Daerah menyvediakan pembiayaan bagi

tUsaha Mikro dalam bentuk pinjaman. penjaminan, hibah,

dan pembiayvaan lainnyva dart penvisihan bagian laba
tahunan badan usaha milik Dacrah.

Penvediaan pembiavaan sebagaimana dimaksud pada aval

{1} dilaksanakan melalul peningkatan kolaborasi program

pendanaan Usaha Mikro antar badan usaha milik negara

vang merupakan bagian dari program tanggung jawab
sosial dan ingkungan badan usaha milik negara,

Badan usaha milik Daerah menvediakan pembiavaan

dalam bentuk Pinjaman atau pembiavaan vang mudah dan

murah.,

Badan usaha milik Daerah menvediakan pembiavaan

dalam bentuk Pinjaman ateu hibah paling sedikit beru pa:

a. pemberian pinjaman atau hibah bagi Usaha Mikro
pemula dengan produk inovasi vang memiliki potensi
pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi:

b. pemberian subsidi logistik bagi Usaha Mikro dalam
melakukan pengiriman produk dari badan usaha milik
negara vang bergerak di bidang logistik;

¢. pemberian fasilitasi pendampingan produk dan
promos) atau pameran produk Usaha Mikro:

d. pemberian pinjaman untuk penvediaan uang muka
pekerjaan paling banyvak 50% (lima puluh persen) dari
nilai kontrak; atau

e. bantuan bagi Usaha Mikro melalui Koperasi.
Pasal 100

Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah dapat
membérikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar
vang menvediakan pembiavaan bagi Usaha Mikro dalam
bentuk  pinjaman; penjaminan. hibah. dan/ atau
pembiasaan lainnva melalui kemitraan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada avat {1}
dapat diberikan Oleh Pemerintah Pusar dan Pemerintah
Daerah.

Pembherian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.



o)

(1

BAR VII
PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 161

Fenyelenggaraan inkubasi bertujuan untulk:

a. menciptakan usaha baruy;

b, menguatkan dan mengembangkan kualltas Usaha
Mikre vang mempunval nilai ekonomi dan berdava
saing tinggl; dan

¢.  mengopimalkan pemantaatan sumber dava manusia
terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan
memantaatkan ilmu pengetahuan dan teknologt.

Pervelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh, Pemerintah

Dacrah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan

badan hukum, dan/ atau masvarakat.

Penvelenggaraan Inkubast sebagaimana dimaksud pada

aval {2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka

waktu paling lama 3 {tiga} tahun.

Lembaga inkubator sebagaimana climaksud pada asat {3

melakukarn:

a. pembinaan, pelatihan. dan pendampingan kepada
calon pelaku usaha; dan/ atau

b pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatit
dan produkuf

Dalam menvelenggarakan Inkubasi. lembaga  inkubator

mermberikan lavanan dalam aspek berupa:

a. produkst:

b pemasaran:

¢ sumber daya manusia dan manajemen:

d. pembiavaan; dan/atau

e. teknologt dan desain.

Penvelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi

dapat bekeria sama dengan pihak lain baik dari dalam

negeri dan/ atau luar negeri.

Fasal 162

Lembaga mkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal
161 avat (3} menvelenggarakan kegiatan

melipiit:

a. pra Inkubasi;

b, Inkubasi: dan

¢. pasca inkubasi.

Tahapan pra inkubasi sebagalmana dimaksud pada avat
(1] huruf a paling sedikit terdin dari:

a. penawaran program Inkubasi;



{1}

()

i3

(4

{2}

IPasal 164

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan

Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.

Pemerintah Daerah dalarm melakukan pengembangan

[nkubasi secara beyenjang sebagaimana dimaksud pada

avat {1} wajib melakukan:

f. penerapan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
penvelenggaraan Inkubast vang teleh ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat  sesual dengan kewenangan dan
wilayah;

» pendataan dan pembinaan lembaga inkubaior sesuai
kewenangan dan wilavah;

c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator
paling  sedikit 1 (satu} lembaga inkubator oleh
Pemerintah Daerah provinsi dan 1 {satu) lembaga
mkubator  olehh Pemerintah  Daerah kabupaten/
Kabupatern:

d. fasilitasi Inkubasi kepada masvarakat calon wirausaha
dan/ atau wirausaha pemula di wilavahnva:

1} paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Irkubasi
ftenant} dalam 1 {satu} tahun untuk Pemerintah
Daerah provinsi; dan/ atau

5

palding sedikit 20 {dua puluh} peserta inkubasi

(tenant} dalam 1 (satu} tahun untuk Pemerintah

Daerah kabupaten/Kabupaten: dan

¢. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilavah Kepada
Menteri paling sedikit 1. {satu} kali dalam 1 {saiu)
tahun.

Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud

pada avat (5) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi sesuai kewenangan dan wilavah.

Dalam hal Pemerintah Dacrah tidak dapat melaksanakan.

pengembangan Inkubas{ sebagaimana dimaksud pada

avat (4] dan ayvat (5}, Pemerintah Pusat memiasilitas dan/

atau melaksanakan pengembangan Inkubasi di daerah

vang bersangkutan.

FPasal 163

Pemerintah Daerah Nabupatenn memberikan  fasilitasi
fnkubast kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha
pemula peserta Inkubasi melalui oenanggungan biay
Inkubasi paling lama 12 {dua beiasj bulan.

Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria;

a. berbasisteknologi dan/atau berwawasan hngkungan;
L. berorieniasi ekspor; atau



{1)

{2)

(1}

[

. novatif herbasis industri kreanf,

Pasal 166

Permantauan dan evaluasi penvelenggardan

pengembangan Inkubas) schagaimana dimaksud dalam

Pasal 164 avat (2} hurut d dilakukan secara penodik

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu] tahun atau

sevwaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Lembaga inkubator yvang melakukan pelanggaran

schagaimana dimaksud dalam Pasal 163 avat {5} dan ayvat

(] dikenat sanksi administratif oleh Menter berupa:

4. permgatan lisan:

b, peringatan tertulis; dan/atau

¢. penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaltaran,
informasi, dan evaluasi Inkubasi.

BAR VI
KROORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBINAAN,
PELINDUNGAN PEMBERDAYAAN, DAN PENGAWASAN
KOPERASI.DAN USAHA MIKRO
Pasal 167

Koordinasi dan pengendalian pembinaan, Pelimdungain,
pemberdayvaan dan Pengawasan koperasi,dan  usaha
mikro dilaksanakan meliputi penvusunan dan
pengintegrasian  kebijakan dan program. pelaksanaan,
pemantauan. evaluasi serta pengendalian umum terhadap
pelaksanaan pemberdvaan koperasi dan usaha nvkro.
termasuk penvelenggaraan kemitraan usaha dan
pembiavaan koperasi dan usaha mikro.

Ketentuan  lebith lanjut mengenal  penvelenggaraan
koordinast dan pengendalian pemberdayvaan sebagaimana
dimaksud avat {1}, diatur dengan Peraturan Bupat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 168

Bupati melalui dinas vang membidangt koperasi dan
usaha mikro melaksanakan pembinaan dan
pemberdavaan  terhadap  koperast dan  usaha  mikro
dengan melibatkan Dekopinda dan Kadin.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagarmana
dimaksud avat {1} diatur lebih largut dengan Peraturan
Bupati,



BAB X
LARANGCGAN
Pasal 16Y

hoperasi dilarang :

at.

3.
C.

(1}

Prakuk monopoli:

Memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
Melakukan praktek rentemir bagi koperast simpan pinjam
dan unit simpan pinjam koperasi., baik pola konvensional
ataupun syvariah:

Melakukan usaha yvang bertentangan dengan prinsip-
prinsip perkoperasian.

BAB X1
SANKSI
Bagian Kesatu Sanksi Administrasi
Pasal 170

Koperasi dan usaha mikro vang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 169. dikenakan sanksi
admimstrast berupa :

a. Teguran tertulis;

b, Penghentian sementara sebagian atau seluruh

Kegiatan usaha;

c. Pembekuan 1jin;

d. Pencabutan {jin.

kKetentuan sankst administrasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1), diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Ketiga
Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 171

Periegakan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja sesua dengan kewenangannva, berkoordinasi
dengan Kepolisian Republik indonesia, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwkakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA
Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA
Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN-PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT(3/ 125/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya




PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, PELINDUNGAN DAN PENGAWASAN
PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO

UMUM

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayvaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa pengembangan
Koperasi dan Usaha Mikre merupakan urusan wajib Pemernintah
Daerah vang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Koperasi dan Usaha Mikro merupakan
kegiatan usaha vang mampu memperluas lapangan kerja dan
memberikan pelavanan ekonomi secara luas kepada masvarakat, dan
dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Pemberdayaan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
berazaskan :
kekeluargaan;
demokrasi ekonomi;
kebhersamaan;
efisienst berkeadilan;
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan;
kemandirian;

P

R

E—
s

. keseimbangan kemajuan,;
1. kesatuan ekonomi nasional; dan ;.
kearifan lokal.

Pemberdavaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip:

a. menumbuhkan kemandirian kewirausahaan;

h. mewujudkan kebijakan publik vang transparan, akuntabel,
dan berkeadilan;

c. mengembangkan usaha berbasis potensi dasrah dan berorientasi
pasar sesuai kompetensi;

d. meningkatkan kinerjg dan dava saing, dan

e. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara
rerpadu.



Rabupaten Purwakaria vang merupakan salah satu bagian
daerah  vang termasuk dalam penyangga Ibukota  sangat
berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro vang bertujuan untuk meningkatkan kemandiran
peiaku usaha untuk mampu bersamg dengan peiaku usaha lainnya.
Dalam rangka memberdayvakan Koperasi dan Usaha WMikro di
Kabupaten Purwakarta, maka Pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban uniuk mendorong dan membenkan pelindungan serta
peluang berusaha vang kondusif kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Purwakarta
saat imt masih memiliki beberapa kendala misalnya sumber daya
manusianya belum disertai dengan kemampuan vang memadai dalam
hidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan
berkompetisi.

Daiam pelaksanaan otonomi daerah, Pemeriniah Daerah memiitia

peran vang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi

kesejahteraan rakvat dan keadilan ekonom. Peran Pemernntah Daerah

dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

adalah untuk melindungi dan memberdavakan Koperasi dan Usaha

Mikro secara berkelanjutan dalam upava mewujudkan dan

meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masvarakat.

Tujuan, Pemberdavaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah :

a. meningkatkan partisipasti masvarakat dan dunia usaha
untyk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro,

b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya
saing Koperasi dan Usaha Mikro;

¢. memberi pelindungan dan dukungan usaha bagi Koperast dan
Usaha Mikro;

d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan
menumbuhkan wirausaha baru;

e. meningkatkan akses terhadap sumber dayva produkuf; dan

f. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro sebagai
pelaku ekonomi vang tangguh, profesional., dan mandin
sebagal basis pengembangan ekonomi kerakyatan vang bertumpu
pada mekanisme pasar vang berkeadilan. berbasis pada sumber
dava manusia vang produktif, mandiri, maju, berdayva saing,
herwawasan lingkungan dan berkelargutan.



Kewenangan Daerah dalam Pembinaan, Pelindungan dan
Pemberdavaan Koperasi, dan Usaha Mikro di Daerah, diaksanakan
berdasarkan Pasal 12 avat {2) huruf k Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubabh beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 enrang Perubanan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintalian Daerah.

Ruang lngkup Pembinaan, Pelindungan dan Pemberdayaan

Koperasi, dan Usaha Mikro meliputi :

a. pemberdavaan Usaha WMikro termasuk didalamnva Koperasi
vang meliputi penumbuhan iklim wsaha, pengembangan usaha,
pembiayaan dan penjaminan;

b, pengembangan Usaha Mikro termasuk didalamnyva Koperasi
vang melipuii pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan
hantuan perkuatan usaha Koperasi dan Usaha Mikre; dan

c. pengawasan, monttoring dan evaluasi pemberdavaan dan
penigembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi dan Usaha
Mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian
daerah. maka kebijakan Pemerintah Daerah tidak hanyva melindungi
tapi juga harus memberdayvakan Koperasi dan Usaha Mikro.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pembinaan, Pelindungan dan Pemberdavaan Koperasi
dan Usaha Mikro.

PASAL DEMI PASAL

Pagal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas,
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas,
Pasal ¥

Cukup jelas.

£

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal Y
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 1.2

Culkup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukunp ielas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasai 16

Cukunp jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pazal 18

Cukiip jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukuip jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jeias.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas,
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas,
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasai 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasai 37

Cukup jelas,
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
Pasatl 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup telas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup ielas,
Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jeias.
Pasal 50

Cukup jelas.



Pasal 61
Cukun jelas.

Pagal 62

Cukup 1elas,
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup 1elas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.



Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas,
Pasal 81 -

Cukup jelas.

Pasal $2

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup telas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasai 92

Cukup jelas,



Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 9G

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup ielas,

Pasal 100
Cukup ielas.

Pasal 107

Cukup jelas.



Pasal 108

Cukup jelas.
Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.
Pasal 111

Cukup jelas.
Pasal 112

Cukup jelas,
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Cukup jelas,
Pasal 115

Cukup jelas,

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.
Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.
Pasal 121

Cukup jelas.
Pasal 122

Cukup jeias.

Pasal 123
Cukup jelas,



Pasal 124
Cukup jelas,
Pasal 125
Cukup ielas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasai 131
Cukup jetas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasat 137
Avat i)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah
Kemitraan vang
dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagal
int1 berperan menvediakan input, membeh hasil
produksl  plasma, dan  melakukan  proses



produksi untuk menghasilkan komoditas
tertentu, dan Usaha Mikro sebaga: plasma

memasok/menyediakan menghasilkan
menjual barang atau jasa vang dibutuhkan
oleh inti.

Hurutb

Yarig dimaksud dengan "subkontrak” adalah
Kemitraan vang dilakukan antara pihak
penerima subkonirak untuk memproduksi
harang dan/atau jasa vang dibutuhkan Usaha
Besar  sebagai  kontraktor utama disertai
dukungan kelancaran dalam mengerjakan
sebagian  produksi daniatau  komponen.
kelancaran memperoleh bahan baku,
pengetahuan teknis  produksi.  teknolog,
pembiavaarn, dan sistem pembayvaran.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “waralaba" adalah
hak khusus yang

diriiki oleh orang perseorangan atau badan
usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas
usaha dalam rangka memasarkan barang
dan/fatau jasa vang felah terbukti berhasil dan
dapat dimanfaatlan dan/atau digunakan oleh
pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d
Yang dimakasud dengan "dagang umum” adalah
Kemitraan vang dilakukan dalam  benfuk
kerjasama  pemasaran, penvediaan lokasi
usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan
harang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha
Besar, vang dilakukan secara terbuka.

Hurufe
Yang dimaksud dengan distribusi  dan
keagenan” adalgh Kemitraan yang dilakukan
dengan cara Usaha Besar atau Usaha



Huruff

Huruf g

Avat (2]

Menengah memberikan hak khusus untuk
memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha
Mikro dan Usaha Kecil,

Yang dimaksud dengan ranial

adalati bentuk kerja

pasok”

sama antar usaha baik mikro, kecil. menengah
dan besar vang memiliki ketergantungan dalam
altran barang dan jasa vang mengubah barang
mwentah menjadi produk dalam upava vang
dan mencakup  herbagai
proses dan produkst, pengembangan produk
dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan

eiigien ekonois

produk atau penghantaran jasa kepada
konsumen.

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnva’
adalah kemitraan  yang berkembang i

masvarakat dan Dunia Usaha seiring dengan
kKemajuan dan keburuhan, atau vang telah
teviadi di masvarakat.

Cukup 1elas,

Avar (3)
Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 132

L.

G
Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.



Fasal

Fasal

Pasal

Pasal

Prasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Puasal

Prsal

sl

Pasal

Pasal

141

Cukup jelas.
142

Cukup jelas.
143

Cukup jelas.
144

Cukup jelas
1435

Cukup jelas.
1460

Cukup jelas.
147

Cukup jelas.
148

Cukup jelas.
149

Cukup jelas.
150

Cukup jelas.

1
i

!

0N

Cukup jelas.

152
Cukup jelas.
153
Cukup relas
154
Cukup jelas.
135
Cukup jelas,



Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157

Cukuyp jelas.
Pasgal 158

Cukup jelas.
Pasal 15U

Cukup jelas.
Pasal 160

Cukup jelas.
Pasal 161

Cukup jelas.
Pasal 162

Cukup jelas.
Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud barang terlarang adalah barang vang
dilarang berdasarkan peraturan perundnag-



undangan, antara lain seperti minuman keras,
narkotika dan obat-obatan terlarang.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand
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